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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Kami
dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebagai
bahan masukan penyusunan LKPJ Bupati Kabupaten Tanah Laut yang akan disampaikan kepada
DPRD Kabupaten Tanah Laut.

LPPD ini secara garis besar menggambarkan Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut dengan sarana dan prasarana serta
personil yang dimiliki mencakup realisasi belanja, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan
yang menjadi prioritas beserta permasalahan dan solusinya pads; Tahun Anggaran 2023. Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut telah
menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dengan tujuan memenuhi target
Kinerja yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun 2023 dan Rencana Strategis
(RENSTRA) 2018 — 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan
sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Govermance). Dalam penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini secara sistematik berdasarkan hasil
kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun anggaran
2023

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini disusun
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi
bahan sarana evaluasi bagi kami segenap jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Februari 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
] aten Tanah Laut,

¢ 1(IV/b)
8 199803 1 008
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BAB I PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
yang berfungsi untuk membantu Bupati untuk merumuskan Kebijakan di bidang
Kepegawaian ditetapkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Iaut Nomor
142 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut.
Penggantian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut didasari
oleh ketentuan tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
dengan tugas utama dalam manajemen kepegawaian daerah adalah meningkatkan Indeks
Profesional ASN. Untuk menggambarkan kinerja urusan pemerintah daerah yang diampu
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
maka dituangkan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun
Anggaran 2023,
Dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mengacu
pada dasar hukum Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah
Berbasis Elektronik, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 142 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
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1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH
Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut. Visi. Misi. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
yang terkait dengan Tugas dan Fungsi dalam urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut bidang
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 5 (lima) tahun dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 — 2023,
sebagai berikut:
Visi
Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang BerInTeRAkSi (Berkarya, Inovasi, Tertata,
Religius, Aktual, dan Sinergi).

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat
yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan
budaya.

2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan
industri kreatif’

3.  Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah

Laut tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut memiliki peran dalam
pencapaian terhadap Misi ke 3 (ketiga).

Misi Ke-3 (tiga), yakni . Membangun tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance)
Tujuan ke-1 (satu) yakni . Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

baik dan bersih serta layanan publik yang
berkualitas berbasis teknologi

Sasaran ke 1.1 yakni . Meningkatnya akuntabilitas kinerja
pemerintahan dan reformasi pelayanan publik

Indikator Sasaran - Indeks Reformasi Birokrasi
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Tabel 1.1.

Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi (Berkarya,

kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Visi Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi)
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik
Misi ke 3
(Good Governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan tata 1. Memberikan
tata kelola akuntabilitas kelola pemerintahan kesempatan yang
pemerintahan kinerja yang baik (Good seluas luasnya
yang baik dan pemerintahan Governance) untuk kepada ASN
bersih serta dan reformasi meningkatkan untuk
layanan publik | pelayanan kinerja Reformasi mengembangkan
yang berkualitas | publik Birokrasi, termasuk kompotensi dalam
berbasis di dalamnya rangka Menambah
teknologi peningkatan kualitas pengetahuan dan
informasi perencanaan keterampilan
pembangunan daerah sehingga bisa
serta pelaporan memberikan

pelayanan yang
lebih baik lagi
kepada
masyarakat

2. Berusaha
Meningkatkan
anggaran untuk
kegiatan
pengembangan
Kompotensi baik
yang dilaksanakan
melalui kegiatan
Klasikal maupun
non Klasikal

3. Melakukan

Evaluasi terhadap
Kinerja dari
masing masing
PNS di
Lingkungan
BKPSDM
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1.3. DATA UMUM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

1.  Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut

Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 142 Tahun
2022 adalah sebagai berikut:

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM

Kelompok Jabatan Sekretaris
Fungsional

Kasubbag Kasubbag Umum

Perencanaan dan dan Kepegawaian
Keuangan

Kabid Mutasi dan Kabid Perencanaan
Pengembangan dan Pembinaan
Aparatur Aparatur

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKPSDM Tahun 2023

Dari bagan struktur organisasi di atas sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
19 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut adalah terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi:
» Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
» Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur.

4. Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur.

1. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati Tanah Laut dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.
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Untuk menyelenggarakan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan penyusunan
dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan perumusan
kebijakan teknis bidang mutasi, data dan informasi, pengembangan dan
formasi aparatur,

d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang mutasi dan promosi;

e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pengolahan
data dan informasi kepegawaian;

f  mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur;

g. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang formasi dan pengadaan aparatur;

h. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan
teknis bidang penjenjangan karier dan fasilitasi profesi aparatur;

i. membina dan mengawasi UPTD Badan;

J.  mengoordinasikan, membina, dan mengawasi  pengelolaan
kesekretariatan; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.  Tugas dan fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan,
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran,
administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai
fungsi, yaitu:

a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia;
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b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran
belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan norma, standar,
dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah:;

e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;

f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan
barang;

g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

h.  pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data,
penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan
tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja
dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

i.  pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan
dinas, pendataan, dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan:;

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
tugas dan fungsinya; dan

k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut
mempunyai uraian tugas, yaitu:

a. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dan
anggaran Badan;

b. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan penyusunan rencana strategis;

¢. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan

mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan,
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d. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan,

e. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah;

f.  menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

g. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

h. menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;

i.  menyusun program, melakukan koordinasi, membina, dan
mengendalikan kehumasan dan keprotokolan;

j.  melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Sekretariat; dan

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya,

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai
berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Dengan uraian
tugas, antara lain:

a  menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran sesuai tupoksi sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan
program Badan;

c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan anggaran Badan;

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan
kegiatan tahunan;

e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi
anggaran;

f. melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;

g. menyiapkan konsep bahan masukan kepada Sekretaris Badan
sebagal bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja

Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Penetapan Kinerja, dan
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

h. melaksanakan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;

i. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan
Negara bukan pajak, pengujian, dan penerbitan surat perintah
membayar;

j-  menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan gaji pegawai;

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi keuangan;

I, menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban dan
pengelolaan dokumen keuangan;

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan
keuangan, laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) dan laporan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

n. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil
pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti
rugi;

o. melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Badan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan umum dan kepegawaian. Dengan uraian tugas, antara
lain:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,
rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan
pengembangan pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);

c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,
pemberhentian, dan pensiun pegawai lingkup Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD);

d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai,
dan evaluasi kinerja pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD);
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e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan,

f.  menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja
pegawai lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen, dan informasi
kepegawaian lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD);

i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;

J. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat, dan
protokol;

k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

I, melaksanakan telahan, penyiapan, dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;,

m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU)
dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi
barang;

0. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan,
penyaluran, penghapusan, dan pemindahan barang;

p- melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan, dan
pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

3.  Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur

Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan urusan pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian,
penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan dan Pembinaan
Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

a. penyusunan rencana kerja bidang Perencanaan dan Pembinaan

Aparatur,

b. perumusan kebijakan bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;
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pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

pelaksanaan kebijakan pengadaan, pemberhentian, dan informasi
kepegawaian;,

pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan aparatur;
pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Perencanaan

dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai uraian tugas, yaitu:

a.

menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Perencanaan
dan Pembinaan Aparatur;

menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,
dan kriteria bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
melaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring, dan penyusunan laporan
di bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur,

menyusun rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan;

menyelenggarakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (Calon
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK));

menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi kartu pegawai, kartu
isteri/ kartu suami, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan
Tabungan Perumahan Rakyat bagi Aparatur Sipil Negara;,

menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kesejahteraan
termasuk pemberian penghargaan, tanda jasa, izin perkawinan/

perceraian, izin menjadi anggota partai politik dan cuti pegawai,
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i. mengoordinasikan, memverifikasi dokumen, dan pelaksanaan
administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara;

J.  mengkoordinasikan penyusunan data dan informasi kepegawaian;

k. memverifikasi database informasi kepegawaian:

I.  mengelola data dan informasi managemen kepegawaian;

m. mengoordinasikan, menyelenggarakan, melaksanakan pembinaan, dan
menindaklanjuti hasil pembinaan disiplin Aparatur Sipil Negara;

n.  memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;

0. mengoordininasikan kegiatan penilaian kinerja,

mengevaluasi hasil penilaian kinerja;

a2 e

mengoordinasikan dan memverifikasi usulan pemberian penghargaan;

5]

melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, penilaian kinerja,
pemberhentian, pemberian penghargaan, pengelolaan data, dan
informasi;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
Perencanaan dan Pembinaan Aparatur; dan

t.  melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Tugas dan Fungsi Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur

Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan urusan mutasi, promosi, kepangkatan, dan pengembangan
kompetensi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Mutasi dan Pengembangan
Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi, yaitu:

a. penyusunan rencana kerja bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur,

b. perumusan kebijakan bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang Mutasi dan

Pengembangan Aparatur:

d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur;

e. pelaksanaan kebijakan mutasi dan promosi;

f.  pelaksanaan kebijakan kepangkatan dan pengembangan kompetensi;

¢ pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Perencanaan dan Pembinaan Aparatur;
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h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Mutasi dan
Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut mempunyai uraian tugas, yaitu:

a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Mutasi dan

Pengembangan Aparatur,

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,
dan kriteria bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring, dan penyusunan laporan
di bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur;

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perencanaan kebutuhan tugas belajar, seleksi tugas
belajar secara transparan dan akuntabel;

e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur kerja
sama, dan kemitraan dengan instansi terkait, badan hukum pendidikan,
lembaga pendidikan dan lainnya guna peningkatan kompetensi
Aparatur Sipil Negara;

f menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur kerja
sama, dan kemitraan kerja sama serta kemitraan dengan pihak terkait
dibidang pengukuran dan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;

g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur kerja
sama, dan kemitraan kerja sama serta kemitraan dengan pihak terkait
dibidang pendanaan peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan
mengendalikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, teknis
dan fungsional;

i.  merencanakan, operasional, mengatur penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan pegawai sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang
berlaku;,

J.  menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan pelaksanaan-pelaksanaan Diklat penjenjangan, dan
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Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil serta Orientasi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja,

k. membuat kajian kebijakan mutasi, promosi, kepangkatan, dan
pengembangan karier aparatur;

. menyusun, memverifikasi, dan menyelenggarakan proses mutasi,
promosi, kepangkatan, dan pengembangan aparatur;

m. mengoordinasikan dan kerja sama pelaksanaan seleksi jabatan;

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Mutasi
dan Pengembangan Aparatur; dan

0. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah
tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin dan
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh
Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jumlah dan jenis jabatan fungsional,
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas, dan
rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Kepegawaian
Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jumlah pegawai sebayak 45 orang yang

terdiri dari PNS sebanyak 30 orang dan Non PNS sebanyak 15 orang yang terdiri dari:

e Golongan IV sebanyak : 4  orang
e Golongan III sebanyak : 19 orang
¢ Golongan II sebanyak : 7 orang
e Golongan I sebanyak : 0 orang
e Non PNS/PTT : 15 orang

Jenjang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut, terdiri dari:

e Pendidikan S.2 : 4 orang

* Pendidikan S.1 : 12 orang
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.

Pendidikan D. 111 ; 10 orang

Pendidikan SLTA : 4 orang
Pendidikan SLTP ' : 0 orang
Pendidikan SD : 0 orang
PNS Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf’
Eselon ITb ; 1 orang
Eselon 11l a 3 1 orang
Eselon I11 b 2 orang
Eselon IV a 2 orang
Widyaiswara Ahli Pertama 0 orang
Analis Kepegawaian Muda 5 orang
Arsiparis Pertama : 1 orang
Pranata Komputer Pertama : 0 orang
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan : 0 orang
Staf : 18 orang

Permasalahan bidang Kepegawaian yang Menjadi Tanggung Jawab Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) antara lain:
1.
2.
3.

10.

Alokasi dan distribusi PNS belum merata;

Jumlah dan kualitas PNS belum memadai sesuai kebutuhan jabatan;
Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan masih kurang sesuai
standart Kompetensi Jabatan, Kualifikasi dan perlu adanya pola pembinaan
Karier PNS;

Penyusunan Analisis Kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang masih belum
mengakomodir kebutuhan diklat aparatur pemerintah daerah;

Pemetaan kebutuhan, pengelolaan serta pengembangan aparatur pemerintah
daerah yang belum tersusun secara sistematis;

Kinerja PNS masih perlu ditingkatkan, khususnya tingkat kedisiplinan
pegawai,

Perekrutan ASN belum berorientasi pada talenta terbaik;

Keterbatasan anggaran dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan
cara pelatihan 20 jam pertahun setiap PNS;

Belum disusunnya pengembangan talenta pada ASN sesuai kebutuhan instansi,
baik jangka pendek maupun jangka Panjang;

Belum dibangunnya target kinerja individu selaras dengan target kinerja unit

kerja dan instansi, serta pengukuran kinerja yang dilakukan secara transparan
dan objekif;
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11. Belum dilaksanakan penilaian kinerja sehingga ada feedback bagi pegawai,
terutama pegawai yang berkinerja kurang baik atau masih perlu ditingkatkan
melalui dialog kinerja (timbal balik atasan dan bawahan) secara regular dan
terdokumentasi dengan baik;

12. Terbatasnya anggaran pelaksanaan assesmen seluruh PNS menjadi kendala dan
kesenjangan dalam penyusunan talent;

13. Dampak penyetaraan jabatan menyebabkan terbatasnya jabatan pengawas dan

PNS yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan administrator.

3.  Strategi dan Arah Kebijakan
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut di atas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menetapkan Sasaran
Strategis dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Tanah Laut, yakni:
» Sasaran Strategis.
1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
2. Tersedia nya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Standart
Kompetensi
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
» Arah Kebijakan:
1. Penyelenggaraan Survey Kepuasaan Masyarakat
2. Memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada ASN untuk
mengembangkan kompotensi dalam rangka Menambah pengetahuan dan
keterampilan sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi
kepada masyarakat
3. Meningkatkan kegiatan pengembangan Kompetensi baik yang
dilaksanakan melalui kegiatan Klasikal maupun non Klasikal
4. Melakukan Evaluasi terhadap Kinerja dari masing masing PNS di
Lingkungan BKPSDM
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BAB Il PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Fungsi
Penunjang urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BKPSDM
membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen kepegawaian sesuai dengan misi BKPSDM

Kabupaten Tanah Laut yaitu meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kepegawaian.

2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2023 memuat 3 (tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan, 26 (dua puluh enam)
Sub Kegiatan, yang mana Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretariat dan
bidang — bidang lainnya, yang mana arah program dan kegiatannya berpedoman kepada
Renstra BKPSDM. Sedangkan tujuannya untuk dapat menjabarkan dari visi dan misi yang
telah disepakati, seimbang dengan sarana yang ingin dicapai yakni peningkatan SDM untuk
dapat Meningkatkan Indeks Profesional ASN.
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2.2. REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022
Tabel 2.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tahun Anggaran 2023
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REALISASI FISIK REALISASI KEUANGAN
OUTPUT DLM TARGET ANGGARAN
No. PROGRAM/ KEGIATAN DPA KINERJA 2023 (Rp.) FISIK/ o KEUANGAN SISA PAGU %
KINERJA ¢ ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 T=(6/4) 8 9 10= (8/5)
KEPEGAWAIAN 8,959,660,734 97.92% 7,913,163,212 1,046,497,522 | 88.32%
PROGRAM PENUNJANG
I | URUSAN PEMERINTAHAN 6,772,390,754 100.00% 5,971,943,525 800,447,229 | 88.18%
DAERAH KABUPATEN /KOTA
Perencanaan,
Penganggaran, dan o o
I Evaluasi Kinerja 18,931,559 100.00% 14,612,200 4,319,359 | 77.18%
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyusunan Dokumen | Jumlah Dokumen
1. | Perencanaan Perangkat | Perencanaan Dok 11,567,771 7 Dok 100.00% 9,340,600 2,227,171 | 80.75%
Daerah Perangkat Daerah




Evaluasi Kineria Jumlah Laporan
2. p;mgkat Dae?ah Evaluasi Kinerja 3 Lap 7.363.788 | 3 Lap 100.00% 5,271,600 2,092,188 | 71.59%
Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi
I Keunangan Perangkat 4,960,584,176 100.00% 4,285,316,302 675,267,874 | 86.39%
Daerah
Sub Kegiatan :
; i Jumlah Orang yang
3 Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan | 34 Orang/ 4949323143 | 34 Orng/ 100.00% 4,274,212,902 675,110,241 | 86.36%
Tunjangan ASN Tuni Bulan Bulan
unjangan ASN
o — Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Pcnatqgsahaan dan
4 PR ; ; Pengujian / 5 Dok 11,261,033 5 Dok 100.00% 11,103,400 157,633 | 98.60%
Pengujian/ Verifikasi ; ;
Keuangan SKPD Vexifikasl
o Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi '
m Umum Perangkat Daerah 1,082,990,902 100.00% 1,011,641,227 71,349,675 | 93.41%
Sub Kegiatan :
; Jumlah Paket
fﬁ;;ﬁ:l;?i? K_ol T Komponen Instalasi
5 Listrik/ Penerangan 1 Paket 3,490,297 1 Paket 100.00% 3,102,498 387,799 | 88.89%
Penerangan Bangunan B Fam
Kantor GEZUnED Bautor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan dan
6. | dan Perlengkapan Perlengkapan 11 Paket 292,406,921 11 Paket 100.00% 250,048,500 42,358,421 | 85.51%
Kantor Kantor yang
Disediakan
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Penyediaan Barang Jumlah Paket
7. | Cetakan dan Berang Celandan; | Paket 14,110,684 | 1 Paket | 100.00% 11,195,000 2915684 | 79.34%
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
Penwedinn Jumlah Paket
8. y ; Bahan/Material 1 Paket 10,000,000 | 1 Paket | 100.00% 10,000,000 - | 100.00%
Bahan/Material &
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat | Penyelenggaraan
9. | Koordinasi dan Rapat Koordinasi 32 Lap 762,983,000 | 32 Lap 100.00% 737,295,229 25,687,771 | 96.63%
Konsultasi SKPD dan Konsultasi
SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa
IV | Penunjang Urusan : 512,894,490 100.00% 476,404,646 - 36,489,844 | 92.89%
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Jumlah Laporan
10 Penyediaan Jasa gi'ﬁed'.aanl iJasa
Komunikasi, Sumber P 12 Lap 145837.500 | 12 Lap 100.00% 110,467,076 35,370,424 | 75.75%
Daya Air dan Listrik Sumb;r Daya Alr
: dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
1 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 Lap 367.056,990 12 Lap 100.00% 365,937,570 1.119,420 | 99.70%
Kantor Kantor yang
Disediakan
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Kegiatan Pemeliharaan
¥ | D¥Useg MERK Disesk 196,989,627 100.00% | 183,969,150 13,020,477 | 93.39%
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya JDuinnl::islhOl;:?ai?;anﬁ
12 Pemeliharaan, Pajak, st Lia Vil
dan Perizinan Bi = P"“ﬁ 1 14 Unit 106,560,000 | 14 Unit | 100.00% 104,251,150 2,308.850 | 97.83%
Kendaraan Dinas djtfz): varkan Pajak
Operasional atsu dan Perizinannya
Lapangan =
13 | Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan
fraan dan Mesin Lainnya | 5 Unit 31,970,000 | 5 Unit | 100.00% 27,618,000 4,352,000 | 86.39%
dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Gedung
Pemeliharaan Kantor dan
14 | /Rehabilitasi Gedung | Bangunan Lainnya | Unit 58,459,627 | 2 Unit | 100.00% 52,100,000 6,359,627 | 89.12%
Kantor dan Bangunan | yang
Lainnya Dipelihara/Direhabi
litasi
n | PROGRAM KEFEGAWAIAN 2,187,269,980 95.83% | 1,941,219,687 246,050,293 | 88.75%
DAERAH
Kegiatan Pengadaan,
Pemberhentian dan - .
VI | rtorind Knpesrwain 548,158,310 100.00% 514,800,719 33,357,591 | 93.91%
ASN
Sub Kegiatan :
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Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Hasil Penyusunan
15 Kebutuhan, Jenis dan Rencana
Jumlah Jabatan untuk | Kebutuhan, Jenis Dok 10,025,502 Dok 100.00% 9,312,122 713,380 | 92.88%
Pelaksanaan Pengadaan | dan Jumlah Jabatan
ASN untuk Pelaksanaan
Pengadaan ASN
Jumlah Dokumen
16, | Koordinaskdan Egﬁlrigia:asi dan |
Fasilitasi Pengadaan litasi Dok 307,215,517 Dok 100.00% 290,915,372 16,300,145 | 94.69%
PNS dan PPPK Fasilitasi
Pengadaan PNS dan
PPPK
Jumlah Dokumen
Koordinasi Hasil Kegiatan
17 | Pelaksanaan Koordinasi . 5 o
Adininisimsi Pelal Dok 15.236,260 Dok 100.00% 14,378.825 857435 | 94.37%
Pemberhentian Administrasi
Pemberhentian
18 Pengelolaan Sistem ;?;“ﬁeagtﬁ?;nn ;
Informasi . 9 Dok 215,681,031 Dok | 100.00% 200,194,400 15,486,631 | 92.82%
i Sistem [nformasi
Kepegawaian K i ‘
epegawaian
Kegiatan Mutasi dan . %
v Promosi ASN 449,420,093 100.00% 280,506,539 168,913,554 | 62.42%
Sub Kegiatan :
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Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan

Mutasi Jabatan
. Pimpinan Tinggi.
19 iesnlﬁel"'aa“ Mutasi | 1batan 4 Dok 67487418 | 4 Dok | 100.00% 32,373,800 35,113,618 | 47.97%
Administrasi,
Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN
antar Daerah
20 | Pengelolaan Kenaikan fumiah Pengelolaan
Kenaikan Pangkat | 14 Dok 180,045,355 | 14 Dok | 100.00% 136,105,120 43,940,235 | 75.59%
Pangkat ASN ASN
: Jumlah Dokumen
i ieg‘ﬁe“"a"““ Promosi | yasil Pengelolaan | 2 Dok 201,887,320 | 2 Dok | 10000% 112,027,619 89,859,701 | 55.49%
Promosi ASN
Kegiatan Pengembangan 0, 0,
VI | ompetensi ASN 1,020,231,710 100.00% 991,980,000 28,251,710 | 97.23%
Sub Kegiatan :
. . Jumlah ASN yang
22 | Peningkitan Kapasitas | e i oicat 68 | Orang 220231,710 | 68 | Orang | 100.00% 191,980,000 28.251,710 | 87.17%
Kinerja ASN ;
Kapasitasnya
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Pengelolaan Jumlah ASN yang
23 g . tk i
Pendidikan Lanjutan | proine Orang 800,000,000 Orang | 100.00% | 800,000,000 - | 100.00%
ASN .
Lanjutan
Kegiatan Penilaian dan
X Evaluasi Kinerja Aparatur 169,459,867 83.33% 153,932,429 15,527,438 | 90.84%
Sub Kegiatan :
Jumlah Dokumen
24 Pelaksanaan Penilaian | Hasil Pelaksanaan
dan Evaluasi Kinerja Penilaian dan Dok 144,462,438 Dok 100.00% 134,710,000 9,752,438 | 93.25%
Aparatur Evaluasi Kinerja
Aparatur
Jumlah ASN yang
25 | Pembinaan Disiplin Mendapatkan
ASN g Pembirll::'m Orang 24,997,429 Orang 66.67% 19,222 429 5,775.000 | 76.90%
Kedisiplinan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2,521,627,701 100.00% 2,314,007,311 207,620,390 | 91.77%
Program Pengembangan Sumber
1 Daya Mm,iﬁ"“‘ 2,521627,701 100.00% | 2,314,007,311 207,620,390 | 91.77%
Kegiatan Sertifikasi,
Kelembagaan,
X | Pengembangan 2,521627,701 100.00% | 2,314,007,311 207,620,390 | 91.77%
Kompetensi Manajerial
dan Fungsional

23 | LPPD BKPSDM KABUPATEN TANAH LAUT TA 2023




Sub Kegiatan :

TS |

Jumlah Laporan

Penyelenggaraan Hasil
Pengembangan Penyelenggaraan
Kompetensi bagi Pengembangan
2% Pimpinan Daerah, Kompetensi bagi
Jabatan Pimpinan Pimpinan Daerah, 15 Laporan 2.521,627.701 15 Laporan | 100.00% 2.314,007,311 207.620,390 | 91.77%
Tinggi, Jabatan Jabatan Pimpinan
Fungsional, Tinggi, Jabatan
Kepemimpinan dan Fungsional,
Prajabatan Kepemimpinan dan
Prajabatan
11,481,288,435 98.96% 10,227,170,523 1,254,117,912 | 89.08%
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BAB I1I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 100.1.7/05/PEM/2024 Perihal
Penyusunan LKPJ/LPPD/RLPPD Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2023 dan
Penginputan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut diwajibkan untuk
menyampaikan data capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang urusan
pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu urusan Kepegawaian. Terdapat 3
(tiga) Outcome Indikator kunci yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dimana out come
dan capaian kinerjanya yaitu-

1. IKK Qutcome

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak

termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Pegawai Pendidikan
Indikator Kinerja | Tinggi dan Menengah/Dasar (%)
Kunci Keluaran (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga keschatan)

Jumlah  pegawai menurut
Rumus pendidikan PT ke atas / Seluruh
Jjumlah pegawai X 100%

Capaian Kinerja | 1153 /1518 X 100% = 75.96%
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Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga

kesehatan)

Rasio pegawai Fungsional (%)
(PNS tidak termasuk guru dan
tenaga keschatan)

Indikator Kinerja
Kunci Kelearan

Jumlah pegawai PNS fungsional
(diluar guru dan  tenaga
keschatan) / Seluruh jumlah
pegawai pemerintah (PNS tidak
termasuk guru  dan tenaga
kesehatan) X 100%

Rumus

Capaian Kinerja | 317/ 1518 X 100% = 20,88%

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak

termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Rasio Jabatan Fungsional
Indikator Kinerja | bersertifikat Kompetensi (%)
Kunci Keluaran | (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga keschatan)

Jumlah pegawai fungsional yang
memiliki sertifikat kompetensi /
Scluruh  jumlah pegawai
fungsional (PNS tidak termasuk
guru dan tenaga kesehatan) X
100%

Rumus

Capaian Kinega | 317 /317 X 100% = 100,00%

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2023 memiliki 3 (tiga) Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan, 26
(dua puluh enam) Sub Kegiatan, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.
11.481.288.435,- telah diserap atau direalisasikan sebesar Rp. 10.227.170.523.-
dengan persentase 89,08% dengan kondisi anggaran SILPA sebesar Rp.
1.254.117.912,

Berikut merupakan capaian kinerja keluaran masing-masing sub kegiatan sesuai
dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi

pemecahannya.
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Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2023

Urusan Perangkat
Uraian Prog /[ Kegiatan Permasalah Upaya Mengatasi Tindak Lanjut
Pemerintaha Daerah Kebijakan Target Realisasi
n Bidang Pelaksana / Sub Kegiatan an Masalah Rekomendasi
Penunjang Badan 1. PROGRAM
Kepegawaian Memberikan PENUNJANG URUSAN
dan kesempatan | pEMERINTAHAN 99.00%
Pengembangan | yang seluas DAERAH KABUPATEN
Sumber Daya | luasnya JKOTA
' Manusia kepada ASN
untuk . Perencanaan,
mengembang | penganggaran, dan
kan Evaluasi Kinerja SRR
kompotensi Perangkat Daerah
dalam rangka
Menambah
pengetahuan
dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
keterampilan | Perencanaan Perangkat | Perencanaan 7 Dok Dok 100.00%
sehingga bisa | Dasrah Perangkat Daerah
memberikan
pelayanan
yang lebih N——
baik lagi ' " umian Laporan
REPH:: :ar:auna siailgzr;fah EvaluasiKinerja | 3 Lap Lap | 100.00%
masyarakat € Perangkat Daerah
2. Berusaha KEEiatarl Administrasi
Meningkatkan | Keuangan Perangkat 100.00%
anggaran Daerah
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untuk
kegiatan
pengembanga
n Kompotensi
baik yang
dilaksanakan
melalui
kegiatan
Klasikal
maupun non
Klasikal

3. Melakukan
Evaluasi
terhadap
Kinerja dari
masing
masing PNS di
Lingkungan
BKPSDM

Jumlah QOrang

Penyediaan Gaji dan yang Menerima Crang/ Orang
h J. 34 34 / 100.00%
Tunjangan ASN Gaji dan Bulan Bulan
Tunjangan ASN
Jumiah Dokumen
Pelaksanaan
Panatausahaan dan Penatausahaan
o - dan Pengujian / 5 Dok 5 Dok 100.00%
Pangujian/ Verifikasi et
K SKPD Verifikasi
guangan Keuvangan SKPD
Kegiatan Administrasi
Urmum Perangkat 95.00%
Daerah
Jumiah Paket
Penyediaan Komponen | Komponen
Instatasi Listrik/ Instalasi Listrik/ 1 Paket 1 paket | 100.00%
Penerangan Bangunan Penerangan
Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Panyediaan Peraiatan Peralatan dan
dan Perlengkapan Perlengkapan 11 Paket 11 | Paket | 100.00%
Kantor Kantor yang
Disediakan
. Jumlah Paket
Panyediaan Barang Barang Cetakan
Cetakan dan & 1 Paket 1 Paket | 100.00%

Penggandaan

dan Penggandaan
yang Disediakan
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Jumlah Paket

RUIeCn | Bahan/Material 1 | Paket 1 | Paket | 100.00%
Bahan/Material T

yang Disediakan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat | Penyelenggaraan
Koordinasi dan Rapat Koordinasi 32 Lap 32 Lap 100.00%
Konsultasi SKPD dan Konsultasi

SKPD
Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan 100.00%
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa :z‘;y::;::; lasa
Komunikasi, Sumber . 12 Lap 12 Lap 100.00%
Daya Air dan Listrik ' Sunber Baye Air

dan Listrik yang

Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Pelayanan Umum | 12 Lap 12 Lap 100.00%
Kantor Kantor yang

Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan #E08s
Pemerintahan Daerah
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,

Jumlah
Kendaraan Dinas
Operasional atau

dan Perizinan Lapangan yang 14 Unit 14 Unit 100.00%
Kendaraan Dinas Dipelihara dan
Operasional atau dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Peralatan | dan Mesin .
dan Mesin Lainnya Lainnya yang 3 Uit 2 unit: | 100.00%
Dipelihara
Jumlah Gedung
Pemeliharaan Kantor dan
/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya 2 Unit 5 unit | 100.00%
Kantor dan Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/Direha
bilitasi
PROGRAM
KEPEGAWAIAN 95.83%
DAERAH
Kegiatan Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian s
ASN
Jumlah Dokumen
Hasil Penyusunan
Penyusunan Rencana
Rencana
Kebutuhan, Jenis dan Kebutuhan, Jenis
Jumlah Jabatan untuk d 1 Dok 1 Dok | 100.00%
dan Jumlah
Pelaksanaan Pengadaan
ASN Jabatan untuk
Pelaksanaan
Pengadaan ASN

30 | LPPD BKPSDM KABUPATEN TANAH LAUT TA 2023




Jumlah Dokumen

Koordinasi dan Fasilitasi Eig?cfi:\lsi dan
Pengadaan PNS dan e 1 Dok 1 Dok 100.00%
PPPK Fasilitasi
Pengadaan PNS
dan PPPK
Jumlah Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan :2;': dﬁg’;tan
Administrasi 1 Dok 1 Dok 100.00%
. Pelaksanaan
Pemberhentian o .
Administrasi
Pemberhentian
Jumiah Dokumen
Pengetola?an Sistem . H_asll Pengelolaap a Dok 4 Dok 100.00%
Informasi Kepegawaian | Sistem Informasi
Kepegawaian
Keglatan Mutasi dan
Promosi ASN 100.00%
Jumiah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Pengelolaan Mutasi Jabatan a Dok 4 | Dok | 100.00%
ASN - ,
Administrasi,
Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN
antar Daerah
jumlah
Pengelolaan Kenaikan Pengelolaan
Pangkat ASN Kenaikan Pangkat 4 Dok 14 Dok | 100.00%
ASN
Pengelolaan Promosi Jumizh Dokumen
g Hasil Pengelolaan | 2 Dok 2 Dok | 100.00%
ASN .
P romosi ASN
Keglatan
Pengembangan 100.00%

Kompetensi ASN
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Peningkatan Kapasitas

Jumlah ASN yang

Kinerja ASN Menir?gkat 68 Orang 68 | Orang | 100.00%
Kapasitasnya
Jumlah ASN yang
Pengelolaan Pendidikan | Mendapatkan
Lanjutan ASN Pendidikan 8 Orang 8 Orang | 100.00%
Lanjutan
Keglatan Penilalan dan
Evaluasi Kinerla 83.33%
Aparatur
Jumiah Dokumen
Pelaksanaan Penilaian Hasil Pelaksanaan
dan Evaiuasi Kinerja Penilaian dan 1 Dok 1 Dok | 100.00%
Aparatur Evaluasi Kinerja
Aparatur
, Keputusan
hukuman
disiplin
sifatnya
kasuistis,ter
gantung
adanya
laporan
pelanggaran Sudah dilakukan
JMu:r:::;i,:a?ng disiplin PN5 | Target hukuman penurunan target
Pembinaan Disiplin ASN ) 6 Orang 4 | Orang | 66.67% | Vg disiplin harus dibuat | e
Pembinaan iI-kecilnva | hukuman disiplin di
Kedisiplinan mengarah sexecil-kecilny : tahun 2024
ke hukuman :
disipiin
tingkat
berat.sehin
gga tidak
dapat di
prediksi
sebelumnya
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Program

Pengembangan 100.00%
Sumber Daya Manusia
Kegiatan Sertifikasi,
Kelembagaan,
Pengembangan
Kompetensi Manajerial 100.00%
dan Fungsional
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Hasll
Pengembangan Penyelenggaraan
Kompetensi bagi Pengembangan
Pimpinan Daerah, Kompetensi bagi L
Jabatan Pimpinan Pimpinan Daerah, | 15 Laporan 15 ;:‘" 100.00%

Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan dan
Prajabatan

Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan
dan Prajabatan
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3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

(2022)
Laporan tentang tindak lanjut atas rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun

anggaran 2022 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

dalam pemetaan
terhadap peta jabatan
sesuai keahlian dan
kebutuhan setiap
instansi

dengan peta jabatan dan
menyampaikan hasil
kordinasi dalam rapat
tim kelembagaan
Kabupaten Tanah Laut

Rekomendasi DPRD g Tujuan / Masalah yang
NO| ™ Tahun 2022 R 1 Diselesaikan

BKPSDM perlu Melakukan koordinasi

melakukan evaluasi dengan SKPD berkaitan

Peta jabatan yang akan
disusun sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan
Jenjang karir PNS

BKPSDM perlu
mengevaluasi
penempatan SDM di
Kecamatan yang
produktif dan
seimbang, mengingat

kompetensi manajerial
bagi ASN

Melakukan mutasi staf,
Fungsional dan
struktural untuk
mengisi jabatan-jabatan

Kekurangan tenaga pelayanan
dan administrasi di
Kecamatan dapat teratasi

kegiatan pelatihan
kepemimpinan, teknis
fungsional dan tugas
belajar

“ kecamatan sebagai kritikal di kecamatan, sehmggg k'eglatz_m pelymEd
dan administrasi dapat
pelayanan dasar yang | khususnya kecamatan- . .
bersentuhan langsung | kecamatan yang jauh bgrjalan sesuai dengan yang
.S diharapkan
dengan masyarakat dari ibu kota kabupaten
melalui berbagai
urusan
1. Terpenuhinya kompetensi
pejabat struktural melalui
pelatihan kepemimpinan
Melakukan pengusulan | sebagai syarat kompetensi
penambahan anggaran | dalam menduduki jabatan
BKPSDM perlu dan kegiatan
meningkatkan alokasi | pengembangan 2. Terpenuhinya tenaga dokter
5 | anggaran untuk kompetensi, khususnya | spesialis melalui kegiatan
pengembangan kompetensi melalui pengembangan kompetensi

tugas belajar

3. Terpenuhinya kompetensi
bagi pengelola keuangan
maupun tenaga teknis lainnya
dalam mendukung
pelaksanaan tugas jabatan
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BKPSDM perlu
melakukan penataan
kembali terhadap
proses penyetaraan
jabatan yang berakibat
penempatan beberapa
jabatan fungsional
tidak sesuai dengan
kualifikasi pendidikan
maupun korelasi antara
jabatan dengan tugas

1. Melakukan mutasi
pejabat fungsional hasil
penyetaraan sesuai
dengan kualifikasi
pendidikan dan
pengalaman, baik
mutasi antar jabatan
fungsional maupun ke
dalam jabatan struktural

2. Memberi kesempatan
kepada pejabat
fungsional penyetaraan
untuk mengikuti uji
kompetensi
perpindahan jabatan
fungsional yang sesuai
dengan kualifikasi
pendidikan maupun

1. Agar pejabat fungsional
penyetaraan dapat
melaksanakan tugas sesuai
dengan tugas yang melekat
pada jabatan fungsionalnya
serta dapat melaksanakan
tugas tambahan sesuai dengan
penugasan sebagai sub
koordinator/penanggungjawab
tugas dan fungsi

2. Dengan melakukan mutasi
ataupun perpindahan jabatan
fungsional diharatkan Pejabat

fungsi dalam perangkat : fungsional tersebut dapat
daerah pengataman berkarier pada jabatannya
) sesuai dengan minat,
3. Memberikan tugas kualiﬁkasigpendidikan dan
tambahan sebagai sub 1
kordinator/Penanggung pengalamannya
jawab Tupoksi yang
berkaitan dengan tugas
dan fungsi pada bidang
yang ditempatinya
1. Melakukan
Assesment terhadap
BKPSDM perlu pejabat struktural dan

melakukan evaluasi
terhadap proses mutasi
ASN untuk dapat
disesuaikan dengan
kompetensi sesuai
dengan assessment dan
tahapan promosi
jabatan ASN

pelaksana sebagai
bahan pertimbangan
dalam melakukan
mutasi dan promosi

2. Mutasi/promosi
pejabat pelaksana yang
akan naik kelas jabatan
dipersyaratkan untuk
tkut assement/penilaian
kompetensi

Pejabat struktural/pelaksana
yang menduduki jabatan baru
sesuai dengan kompetensi
hasil penilaian asessment
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Terhadap proses
perekrutan CPNS,
BKPSDM dalam
proses pengusulan
formasi kepada BKN
harus jeli dalam
melihat kebutuhan
SDM di setiap OPD

Pengusulan formasi
CPNS berdasarkan peta
jabatan, dimana peta
jabatan berdasarkan
analisa beban kerja dan
kebutuhan SDM setiap
OPD serta kemampuan
keuangan daerah dalam
hal penggajian dll.
Berdasarkan
kemampuan keuangan
daerah tersebut
diusulkan jumlah
formasi jabatan CPNS
yang prioritas pada
setiap OPD.

Terlaksananya perekrutan

CPNS vyang sesuai kebutuhan

SDM di setiap OPD
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BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

4.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN
Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut pada tahun

anggaran 2023 tidak memiliki atau menerima Tugas Pembantuan.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN UPAYA PENYELESAIAN
Tidak Ada.
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BAB VPENUTUP

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja di mana Program dan Kegiatan
tersebut disusun berdasarkan isu strategis yang berkembang serta dalam rangka pencapaian target
Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 menjadi
bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara, bagi
publik sendiri, LPPD akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk
menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan
program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan
saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan
kegiatan/program ke depan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 ini kami

buat untuk bahan selanjutnya.

Pelaihari, Februari 2024
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
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TANAH LAUT PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
e
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : JI. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK) BKPSDM Tahun 2024
Tahun Anggaran 2023
Indikator Kinerja Kunci Elemen
No Rumu Capaian | Keterangan
Keluaran (IKK) - Data P
Rasio Pegawai Pendidikan Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 1153
Tinggi dan Menengah/Dasar -
) 75.96% KPSDM
. (%) (PNS tidak termasuk guru - B
dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai 1518
Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan A7
Rasio pegawai Fungsional (%) tenaga kesehatan) ’
b [(PNS tidak termasuk guru dan 20.88% BKPSDM
tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 1518
termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rasio Jabatan Fungsional Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat 317
bersertifikat Kompetensi (%) kompetensi
c - Pe B —— 100.00% BKPSDM
(PNS tidak termasuk guru dan Saiih kgl i ional (PNS tidak
tenaga kesehatan) B Pefivai angaional { e 317

termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Pelaihari, 02 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : J1. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

IKK Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)

LAMPIRAN: (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
DATA PENDIDIKAN PEGAWAI TAHUN 2023
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
PERGURUAN TINGGI 1153
1 |S3 2
2 |S2 175
3 |D4/s1 722
4 D3 254
PENDIDIKAN SMA KE BAWAH 365
5 |SLTA/SMA 302
6 |SLTP/SMP 41
7 |SD 22
TOTAL SELURUH PNS 1518
KETERANGAN:
Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 1153
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Seluruh jumlah pegawai 1518
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Pelaihari, 02 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia




PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

LAMPIRAN
IKK OUTCOME

RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (%)

(PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN
TENAGA KESEHATAN)

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN

I[P [l 2
o PEMERINTAH DAERAH
BKPSDM
Kabupaten Tanah Laut TAHUN 2023




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jl. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran 2023

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK) BKPSDM Tahun 2024

Indikator Kinerja Kunci Elemen
No Rumusan Capaian | Keterangan
Keluaran (IKK) Data pal
Rasio Pegawai Pendidikan Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 1153
Tinggi dan Menengah/Dasar B
* |(%) (PNS tidak termasuk guru e KESDM
dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai 1518
Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan 317
Rasio pegawai Fungsional (%) tenaga kesehatan) :
b |(PNS tidak termasuk guru dan e e — 20.88% BKPSDM
tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 1518
termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rasio Jabatan Fungsional Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat 317
bersertifikat Kompetensi (%) kompetensi
c ; PeleTe — | 100.00% | BKPSDM
(PNS tidak termasuk guru dan| | : s ; oo
) Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak
tenaga kesehatan) * 317
termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Pelaihari, 02 Januari 2024

: an Kepegawaian dan




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : JI. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

Rasio pegawai Fungsional (%)

EAPIRAN: (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
DATA JABATAN PEGAWAI TAHUN 2023
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
NO NAMA JABATAN JUMLAH
1 |JFT 317
2 |JFuU 776
3 [IPT 30
4 |ADMINISTRATOR 146
5 |PENGAWAS 249
TOTAL SELURUH PNS 1518
KETERANGAN:
]ur_‘nlah pegawai PNS fungsional 317
(diluar guru dan tenaga kesehatan)
Seluruh jumlah pegawai pemerintah 1518
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Pelaihari, 02 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Tk, 1/ (IV/b)
128 199803 1 008

-

4{"4 : .‘k 1



TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

LAMPIRAN
IKK OUTCOME

RASIO JABATAN FUNGSIONAL
BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (%)

(PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN

TENAGA KESEHATAN)
N LPPD
(laJ0( 3~ LAPORAN PENYELENGGARAAN
—BCEEM] | pEMERINTAH DAERAH

- 0 TAHUN 2023




TANAH LAUT PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

<o

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : JI. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK) BKPSDM Tahun 2024
Tahun Anggaran 2023
Indikator Kinerja Kunci Elemen
No R i
Keluaran (IKK) umusan Data Capaian | Keterangan

Rasio Pegawai Pendidikan Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas 1153
_|Tinggi dan Menengah/ Dasar
® |(%) (PNS tidak termasuk guru ek BRPSDM

dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai 1518

Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan 317

Rasio pegawai Fungsional (%) tenaga kesehatan) )
b |(PNS tidak termasuk guru dan| — eo— 20.88% BKPSDM

tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak 1518

termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rasio Jabatan Fungsional Jumlah pegawai fun]g:;sxr:l;:ll yang memiliki sertifikat 317
i . (%) ensi

< (PN tdalk termasak gurs dan 10000% | BKrSDM

tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak N7

termasuk guru dan tenaga kesehatan)




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat - J1. A Syairani No. Pelathan 70814 Telp. (0512) 21043 Fax (0512) 21315
LAMPIRAN: Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

DATA PEGAWAI FUNGSIONAL YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

TANAH LAUT

NO NAMA NIP JABATAN UNIT KERJA
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP JORONG DINAS TANAMAN
1 |SukivaTsp 196505051987111004 | PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH zm::mh::t::r:i::ésumu
KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MADYA DINAS TANAMAN PANGAN,
2 |MISBAHUL MUNIR 5.Pt 196704011989031010  |HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN | 0INAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MADYA DINAS TANAMAN PANGAN,
3 |YBSUTENG PRAMONO SPt  |196401191986031007  |HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN | D/NAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP BAJUIN DINAS TANAMAN
4 |ARIADISP 196610021988031005 | PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH zm;:m’:::::’;:;‘éw kil
KABUPATEN TANAH LAUT ”
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP PELAIHARI DINAS
5 |SYARNIDAH S.pt 196502061987112001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN zg‘::::m":::::’:‘::sésmm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
o |ENDANG SRIWAHYUNINGDIVAH| oo\ 12005  |PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
S.Pd, MM KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
7 nenay 196003081386081001 | o5 DAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP BATUAMPARDINAS |
8 |ABDULROKHIM sp 196711281987091001  {TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN '
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
. 19 987031008
9 [HAMDANIS.Pd 6411071 KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP KURAU DINAS TANAMAN
10 |SURATINAH 5.PKP 196505181988012002 | PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH IHNASTANARIAG FANNGAN,
Moty o HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
PA.M.P 1995121002
11 || SUWEHTOX.PM.Rd 13030817 KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
12, ||SISWANTO 5.pd 196704231988041001 |, o) DAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYLILLIM PERTANIAN MADVA LIPT 8PP BATU AMPAR DINAS m S
13 |SURADI S.Pt 197003201993031010 TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINA NAMAN GAN,
PEMERINTAH KABLUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
2% || SUAIANTO 8:Pa:50 196308271989111001 | o\ DAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP PELAIHARI DINAS
15 |suvos.pt 196601051988031026 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN D'“”:::_ﬁm’;:::g:"'
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HoRTY RESLINAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
16 |ZANUCDINAMa b 196607121986081002 | o b AYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
7 |AHmA 5.Ag., M.Pd.| |197411231999031004
A7 || AHMADIMUZANY, 5. . KEBUDAYAAN PEVIERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
Ka Pd.SD 19
28; | KARYONG) S 6811251989111001 | pl;DAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP PELAIHARI DINAS o
19 [SIGIT WIDANARKO ,5.pt 197306302002121004  |TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN = ANAVAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT IORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA DINAS TANAMAN PANGAN, o
20 |RISTIN 5.Pt 196703311988032008  |HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN | D/NAS TANAMAN PANGAN,

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN




PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

21 |GTRONYREPANSYAH, ST 196904301997031004 | DAERAH - AHLI MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH | INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIXKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
06
22 |ABDULLAH S.Pd 1970122515560310 KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALT KEBUDAYAAN
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
23|I NURHIDAYATI, MV 196801281993022002 | UAEKAH - AHLI MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH | INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
24 |YAMANI 5,Pd 196607091992010001 |, 0 15 avaAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP BAIUIN DINAS TANAMAN
25 |KARTIANIS.PL 196711101997032004  |PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH 32‘:;:33?::2::1‘;::' NAN
KABUPATEN TANAH LAUT ru
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
6 |BANI ANWAR 196410291984062001 | e o) DAYAAN PEMERINTAH KABLPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP BATI-BATI DINAS DINAS TANAMAN PANGAN
27 |PURWANTI sP 196505111987102002  |TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ORI TUNA DAR PERKLBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS SEKGLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIBIKAN DAN
Pd.. 196503
28 {ERMANTO S.Pd.M.Pd OIN5158021003 | e BUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MUDA BIDANG 0 NDIDIKAN DAN
29 {ANANG HARVANTO 5.Pd 196600171994121003 | PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDICIKAN x:;:i):i N
DAN KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP TAKISUNG DINAS DINAS TANAMAN PANGAN,
30 | SUDARTG 5.Pt 196202011391031013 TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENGAWAS SEKOLAH MALYA DINAS PENCIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
R : 65030819
31 |RAPIE. S.pd 18 86081003 | £ BIDAYAAN PEMERINTAH KABUBATEN TANAM LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA DINAS TANAMAN PANGAN, ANAMAN PANGAN
32 |HERLIANIRASUNA 5P 196511031987112002  |HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN  |DTVAS GAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TANAH LAUT
25 | zouaeL 196401031985031012 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAVAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH [AUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
) 972072
34 {SR1IDAWATI  M.Pd : 21992032005 | a1 nAYAAN PEMERINTAM KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
35 {ALIANSYAH 196706201992031008
KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP PELAIHARI DINAS
36 {NEVIROZALINA 5.Pt 197004071999032003 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3%:33%’:::::’;‘::;BUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DEINAS PENDIDIKAN DAN
37 |ARBAIN S.Pd 106601152086081002 | o) INAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP BATI-BATI DINAS
38 [SUMARND 196603231987091001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN zg'ﬁ:jg‘:::r;::ﬁ:xswm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS PENTELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
36 |SUPRIHANDOKO 5.503 196406061986031035 | DAERAH - AMLI MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH | INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT
s908261990082001 | PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
40 |ALUH RUSIHAN LILFAH 13 KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
41 |HI. RUSMINI ,5.505. M.Si 196611021987032004 | DAERAH - AHLI MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH | INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT
196606191986081002 PENGAWAS SEKOLAM MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
42 |SAMSUDIN 5.Pd KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN MADYA DINAS TANAMAN PANGAN,
DINAS TANAMAN PANGAN,
43 |HLLATIEAHANI 5P 196710161988032008 | HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMIERINTAH KABLPATEN [P0 A8 TEReMAn FARSAR,
TANAH LAUT
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
44 |ABIZARIN S Pd 166310121987031022

KEBUDAYAAN PEVIERINTAH XABUPATEN TANAH LAUT

KEBUDAYAAN




PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP TAMBANG ULANG DINAS

DINAS TANAMAN PANGAN,

45 |MULKIDAH SP 196603131988032015 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA BIDANG KONSUMSI DAN
A
36 [RAHMADI,SP, M.P.H 196507051991021003 | KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN E;:IKS}’\:E::H’WM PANGAN DAN
PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MAGYA UPT BPF PELAIHAR] DINAS
DINAS TANAM, M ,
47 {IUNAIDE SST 196711111593031012 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN o RTI:ULTUR:::; p‘;::‘mm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
AUDITOR - AHU MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
43 |SUMARTADIPURA SE.MAP  |198802032010011011 | i 00 MEOTA T INSPEKTORAT KABUPATEN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP BATI-BATI DINAS
49 |sunaRvaTI S Pt 196912141597032002 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN D'N:;:Gm“;::::':‘;;:éw“m
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HO
PUSTAKAWAN MUDA BIDANG PERPLISTAKAAN DINAS
50 |A. SAIRAII S.Pd, M.Pd. 188202012005011005 | PERPLSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
TANAH LAUT
PAMONG BELAJAR MADYA UPT SANGGAR KEGIATAN BELAIAR | DINAS PENDIDIKAN DAN
51 [SYAIFLODINS, 156805191995121002
! DOIN,5.Pd DINAS PENDIDIKAN DAN KEBLDAYAAN KEBUDAYAAN
ANALIS KEBUAKAN MUDA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUE,
52 |H, SYAKRULHAMDI .05, MM |196607191587031003 | KELUARGA SEIAHTERA DINAS PENGENDAUAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | PERLINDUNGAN ANAK
_— PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA AHLI MADYA BAGIAN
LPi ML 31 7!
53 | SAPRANIS.Pi,.M P 197903112007011008 |\ ADAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAN
PAMONG BELAIAR MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN KFBUDAYAAN | DINAS PENDIDIKAN DAN
DADAH 5. 1 4042007012023
34 A8 740 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA BIDANG KESEHATAN
GUSTI MUHAMMAD HARIS HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PASCA PANEN DAN| DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
55 196609181993031006
FADILLAH 5P, M.Ling PENGOLAHAN HASIL BINAS PETERNAKAN DAN KESEMATAN HEWAN HEWAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
AUDITOR - AHLE MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
g HI. R S.AP, M I
1 USMIATI, , MM 96510281986022005 KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP BATU AMPAR DINAS o
57 {SARIANA SP 196512091993031011 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN “i:SNAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENYULUM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA BIDANG
58 [AKHMAD AMARULLAH STMT [197010101993031012  |PASAR DINAS KOPERAS, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN DINAS KOPERAS), LISAHA KECIL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAM LALT PERDAGANGAN
AUDITOR - AHLI PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN
i M5 197409302000031005
59 |AUMINULLAH 5.Pi. M.Si 0530 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP PELAIHARI DINAS
60 |TUKIRIN 5.PKP 196705161992031011 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN zg‘:ﬂs :S;tﬁ::ﬁ::':g::émm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALT
PUSTAKAWAN MUDA BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS
61 Drs. H, MUH"_\MMAD NOOR 196712041990031003 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
HANAPI M Si KEARSIPAN
TANAH LAUT
ANALIS KEBLAKAN MUDA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA SEIAHTERA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
71993121001 s !
62 |SUGENG HARIVADI, SE 1967011 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUNDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | PERLINDUNGAN ANAK
AUDITOR - AHLI MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
BLPATEN
£3 |NANANG BAIHAKE,ST, MV 198401022011011007 KABUPATEN TANAH LAUT INSPEXTORAT KA
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP PELAIHARI DINAS
INAS TANAMAN PANGAN,
64 |MUSLIMIYATI 5.PKP 197008101991022001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBLNAN EONR;:SLTTJ':: D PERKLEUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
65 [MASLIANI 5.Pd 197111111953032008 |\ co DAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
ANALIS KERLAKAN MLUDA BIDANG PENGENDALAN PENDUDUK, | DINAT PENCENDALIAN PENDUDUK,
DATA DAN INFORMASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
21005
66 [HUSAINI S.Sas, MIP 1967030915860 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN CAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERUINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | PERUNDUNGAN ANAK
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA AHLE MADYA BAGIAN
67 |MURNIASIH ST 198203102006042017 | PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH | SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MADYA UPT BPP KURAU DINAS TANAMAN
68 |SUTOMO S PkP 196403151987101004 | PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAM DINAS TANAMAN PANGAN,

KABUPATEN TANAH LAUT

HORTHULTURA DAN PERKEBUNAN




69 |SIH LUMINTU RAHAYU M Pd 19720411 1988022003 PENGAWAS SEKOLAH MADYA DINAS PENDIDIKAN CAN DENAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
70 {TONY NURSOFYAN 5.5, M.M 197311182005011005 DAERAH - AHLI MADYA INSPEKTORAT KABLPATEN PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LALT
SULUH SENIORITA DEWI
W 197806112000032006 | NAUIS KEBUIAKAN MUDA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DINAS PARIWISATA
KM ,M.H.Kes DINAS PARIWISATA PEMERINTAH KABLIPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP PANYIPATAN DINAS
72 [SITIIDA FITROTIN S.Pt 196708111993032008  [TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH {AUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA BIDANG
72 [YASID ARAFAT SKM 197005061995031003 | PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERJA DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERINDUSTRIAN
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP IGRONG DINAS TANAMAN
78 [SAIFUL A.Md 196606011991031026 | PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBLINAN PEMERINTAH DINAS TANAMAN PANGAN,
KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PRAMATA KOMPUTER MUDA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN
75 |BENNY ISKANDAR S.AP 197405011995031003 | SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH | P/VAS KEPENDUDUKAN DAN
KABUPATEN TANAH LAUT PENCATATAN SIPHL
ALDITOR - AMLI MUDA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
2
6 [NURLAILA , SE 198011012010012011 KABUPATEN TANAH LALT INSPEKTORAT KABUPATEN
77 |RAHMADHAN 5.A2 197410242010011001 | ANALS KEBLAKAN MUDA BAGIAN KESE/AHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERA
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAM KABUPATEN TANAH LAUT H
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA BIDANG BINA
78 |MARLISA ZANNA RIMANA SE  |196908302007012017 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN Tanan Laut | MASYARAKAT DAN DESA
ANALIS KEBIJAKAN MUDA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER
79 |SITIMUKAROMAM 5. Kom 198708152010012010 | DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA DINAS DINAS PARIWISATA
PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA BIDANG
BO [REDYAWATI SP 197703232010012001  [HORTIKULTURA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN | 21TAS TANAMAN PANGAN,
PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENYULUM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA BIDANG
81 |MYRNA FAHRINA SE 198508112010012017  |PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN DINAS KOPERAS, USAHA KECIL DAN
PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERDAGANGAN
ANALIS KEBIJAKAN MUDA BIDANG DESTINASI PARIWISATA DINAS
82 |WINA WARDANI S.IP 198806282007012001
PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PARIWISATA
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA BICANG PENGENDALAN | == =
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS y
B3 |LISTIANI RAFIKA HIKMAH SKM |198210052005032016
. PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN “‘::3‘:” PE“:;JLMAN DAN
UINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT LINGKUNGAN
ANALIS KEPEGAWAIAN MUD# BIDANG PERENCANAAN DAN SADAN KEPEGAWAIAN AN
PEMBINAAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
B4 | ANDRI SET) 5K 198508152009031005
EMAWAN 5.kom BENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH :::ﬁ::me‘w SUMEER DAYA
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA SEKRETARIAT
312
85 |NURULMUTMAINAH, SKM  |198703122009032005 | =2l it e lns L e SEKRETARIAT DAERAH
TEKNIK PENGAIRAN MUDA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS | DINAS PEKERIAAN UMUM,
86 |RIDHO SHOLIHIN ST, W1 198204197030011014 | PEKERIAAN UMUNM, PENATAAN RLANG DAN PERTANAHAN PENATAAN RUANG DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERTANAHAN
PENGAYYAS BENIH TANAMAN WIUDA BIDANG TANANAN PANGAN
DINAS TANAMAN PANGAN,
87 [suNaRKe st 197006111993031005 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (2T ERIAE EERe
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSTRUKTUR MUDA UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA
DINAS TENAGA KERIA DAN
88 |HASYIM ASY ARI YUSLF ST 198302052010011008 | KERIA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
PERINDUSTRIAN
LAUT
RoSTIN A M 0650441984032016 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DA PERKEBUNAN | |OVWAS TANAMAN pANGAN,
89 |ELISA ; !
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PRANATA KOMPUTER MUDA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
50 |SITLUWARIVAH 505 198405202010012019 | PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
AUDITOR - AHLI MUDA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
2 {NSPEKTORAT KABUPATEN
91 | HERVIANA AMALIA SE 1es0962011012002 [T BT
ANALIS KEBLUAKAN MUDA BAGIAN KESELAHTERAAN RAKYAT
ARIAT DAERAH
52 |PHWANSYAH 5P 197607162011011002 | G o e TARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LaUT | SEKRET




PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA BIDANG BINA

DINAS PEMBERDAYAAN

93 |DANAWAN SUPRIYADI ST 198402022010011011 | PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT MASYARAKAT DAN DESA
GURU MUDA UPTD SMIP NEGERI 3 BATI-BATISMPN. KEC. BATE | o
94 |RAHMILA DEWI SE 197211202006042008 | BATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH AN,
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA BIDANG TANAMAN
DINAS TANA
95 |DHENOK NUNIEK AULIYA SP 197812242009012002  |PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN Homxuuumﬁ::ﬁ::éaumu
PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGELOLA PRODUKS! PERIKANAN TANGKAP MUDA BIDANG DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
96 |EDY SANTOSO 5.pi 197610282006041006 | PERIKANAN TANGKAP CINAS KETAHANAN PANGAN DAN AN
PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAM LAUT Pe
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA BIDANG PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN
97 |MUHAMMAD RALZI SST 157706291996031001 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBLINAN | DD TERBAn TaNoAR,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ARSIPARIS MUGA BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DINAS
98 |RAHAYU DARMAYANTI SSos  |196503141998032008 | PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
TANAH LAUT
ANALIS KEBUAKAN MUDA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL NGSA DA
99 |waRrDANA SE 197303101994031011  |BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH BADAN KESATUAN BA N
KABUPATEN TANAH LAUT POLITIK
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA AHLI MUDA SEKRETARIAT
100 [BUDI SULISTIYQ ST 197911152011011002 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALUT SEKRETARIAT DAERAH
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA BIDANG
101 LUNI A $90 197001012010011007 | KELEMBAGAAN, USAHA, PRASARANA DAN SARANA DINAS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH KABUPATEN |HEWAN
TANAH LAUT
ANALES KEBI/AKAN MUDA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS
102 |MUHAMMAD JUMAID| ST, MP |197711142005011005 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN TaNaH |DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP BUMI MAKMUR DINAS
103 |ADI IRWANSYAH 5P 197310102010011003 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
INSTRUKTUR MUDA UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA |
104 |MUHAMMAD QASTOLLANI ST (198406182010011012  KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH | D/NAS TENAGA KERIA DAN
PERINDUSTRIAN
LaUT
PENGAWAS PENVELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
105 |SLAMET MUNIOND ,5.5TP 198602272006021001 | CAERAH - AHLI MUDA INSPEKTORAT KABUPATEN PEVERINTAH | INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBLIAKAN MUDA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS
106 |HERMIADI 5505 197111032006041003  |KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH |C'/NAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
LAUT
AUDITOR - AHLI MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
107 |TRIPRAPTIWISETYARINISE  |198702262011012007
110 RABUPATEN TANAH LALT INSPEKTORAT KABUPATEN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA SEKRETARIAT
EDY PL 19790912200903100
108 RWANTO SKM 0912 5 | DAERAH PEMERINTA KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH
AUDITOR - AHLE MUDA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
) 17
109 |NURHIDAYAT SE., MM 1981021520100110 KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
| 999032002 |PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEVERINTAM [DINAS TANAMAN PANGAN,
110 |Hj. FATIMAH ZAHRA 5.PKP 196602051 NGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP BATI-BATI DINAS DINAS TANAMAN PANGAN,
151 |FAHRUAL FIKRI 5P 198010202011011001 | TANAVAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSTRUKTUR PENYELIA UPT BALAI LATIHAN KERUA DINAS TENAGA
DINAS TENAGA KERJA DAN
112 {FITRIANSYAH 196602221587031008 KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
PERINDUSTRIAN
tauT
NG K IAAN DAN
ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA BIDANG KETERSED DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
113 (WIWIEK AGUSTINA 5P 198308212010012007 DISTRIBUSI PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBUAKAN MUDA BAGIAN UMUNM DAN HUMAS
114 |AHMAD YANUAR 'ST 196601021593032008 SEKRETARIAT CPRD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DPRD
ANALIS KEBUAKAN MUDA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
RAH
115 | NURNIATI, 5.1 197107021995032010 |0 pETARIAT DAERAH PEMERINTAM KABUPATEN TANAH LAUT | SEXRETARIAT DAE
ANALIS KEBLAKAN MUDA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN | DINAS PENGENDALIAN PENDUCUK,
RGA SELAHTERA DINA ENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
116 |H). HALIMAH ,5.5¢s 197011071992032007 KELLA D S PENG

KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLING UNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK




PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA BIDANG PERBIBITAN, PRODUKSI

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN

117 |HARKAT MUSTIKA 5.Pt 198407102009031009 | DAN PAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ity
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGENDAL! DAMPAK LINGKUNGAN MUDA BIDANG TATA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
EINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
Ling. 4 , N
118 |MEILAWATI ST, MLirg 198205282010012014 10 e MUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH m‘g:zz:::“x;:;mm DA
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS BENIH TANANAN MUDA BIDANG HORTIKULTURA
DINAS TANAMAN PANGAN,
113 |SUPIADI 5P 197502092005011005 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA BIDANG
PERASI
120 |FIRDAUS 5.505 196704241988031010 | PASAR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN Eé::i;iNz N:  USAHA KECIL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PEKERIA SOSIAL MUDA BIDANG REHABILITASI DAN
121 |RACHMY SHANTY , .5T 197606132005032004 | PERLINDUNGAN JAMINAN SGSIAL DINAS SOSIAL PEMERINTAH | DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA BIDANG
123 |MUHAMMAD IMsaQ 19751111200801101a | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS El’xjs'f:l;;‘:x:m?::“
FATKHURAHMAN 5T PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN R RuNCAN fotr
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PERENCANA MUDA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN
123 |WITRIWIDAYATI .50 197608141995032001 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH g:;::;;ﬁ;’:c;;:::m
RABUPATEN TANAH LAUT
MUHAMMAD RONALDY PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA AHL MUDA SEKRETARIAT
128 1 p ASETIAWAN ST 198303022009031004 |11 AH PEMERINTAH KABLPATEN TANAH LAUT SERRETARIAT DAERAH
PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA BIDANG KELEMBAGAAN, LISAHA,
125 [HANDRISULISTIOND 5.5t M.P, |197705052011011003 | PRASARANA DAN SARANA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN g:‘\:::mm“‘“" DAN KESEHATAN
HEWAN PEMERINTAH KABLPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP PELAIHARI DINAS DINAS TANAMAN PANGAN
126 |NOORHAYATI 5.P1 196706032007012016 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN oo AN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KULTURA
PENYULUH PERTANIAN MUDA LIPT BPP KURAU DINAS TANAMAN
127 | ADITYA WARDHANA SP 198401192010011012  |PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEVERINTAH zg‘;sxmm"::':‘:::éw
KABUPATEN TANAH LAUT IKULTURA D. VAN
PENYULUH PERTANIAN PENYELIA LIPT BPP JORONG DINAS BiNAS TA A
128 ;SYAMSUL BAHRI A.Md 196510111988031018 TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIK gtl:'w PAN ' N
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PRANATA KOMPUTER MUDA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN |\ (o
129 {MOSADEQ FAHMI ,S.508 197402132010011001 SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PENCATATAN SIPY
KABUPATEN TANAH LAUT L
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
130 |YAZIDHS.AP 197710031997031001 | DAERAH - AHLI MUDA INSPEKTCRAT KABUPATEN PEMERINTAH | INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA SEKRETARIAT
131 |AKHMAD ROYANI SKi 197407271394031011
bR " DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA BIDANG BINA "
132 |SITI ZALERA ,5.50s 196806247008012013 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBLLAKAN MUDA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER
133 |HAMIDAH 5.1 197206171993032002 | DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA DINAS DINAS PARIWISATA
PARIWISATA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
MUHAMMAD AZWAR ,5.STP, ANALIS KEBUAKAN MUDA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT
134 e 199111032012061001 | 1\, ep A PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH
PENYULUN PERTANIAN VIUDA UPT BPP BUMI MAKVIUR DINAS
DINAS TANAMAN PANGAN,
135 |TOPAN KUSMANADI ,SP 197601232010011001 TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIKULTURA DAN PEREEBLNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
. PENERA MDA BIDANG PERDAGANGAN DINAS KOPERASL LISAMA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
NUZULI . 198406172010011016 ]
136 |NUZULI RAHMAT 5.51 KECIL DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | PERDAGANGAN
ANALIS KEBHAKAN MUDA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
96510051
137 |SLAMET ssT 1 989101002 | NGAN DINAS PERHUBUNGAN
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA BIDANG OVAS PERUMAHAN RAKYAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN '
138 [SAPTANING ZULAEKHAH, 197507012010012016
EKHAH, 5T HIDUP DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN m‘gﬁm’;:ﬁ“x;&;’“m DAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PRANATA KOMPUTER MUDA BADAN PENDAPATAN DAERAH
B 55 197508
139 |ABDUL RAHIM NOOR ,5.50s 162008031001 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENDAPATAN DAERAH
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA MUDA BAGIAN
MUHAMMAD NOVERIYADIE
140 198312022009031006 | PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH |SEKRETARIAT DAERAH

5. Kom

KABUPATEN TANAH LAUT




ANDHIKA PUTRI PARAMITA ST,

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA BIDANG

DINAS TENAGA KERJA DAN

141 198701292011012001 | PERINDUSTRIAN DINAS TENAGA KERIA DAN PERINDUSTRIAN
M.T. PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERINDUSTRIAN
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP BAJUIN DINAS TANAMAN
MAN PANGAN,
142 |ABDURAHMAN SIDIQ 5Pt 196909101994031014 | PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH 5?$:33’:RA A PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT
INSTRUKTUR MUDA BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN
143 |ERNA FITRIAND, 5.505 197012032006042007 | TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERIA DAN PERINDUSTRIAN PERINDLSTRIAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PENYELIA UPT BPP PELAIHARI DINAS
145 |WaRTI, AMd 196704211988032012  |[TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 33:':::?thmr;::ﬁ:£éaumm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PRANATA KOMPUTER MUDA BIDANG PENGELOLAAN INFORMAST
ADMINISTRASH KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS | DINAS KEPENCUDUKAN DAN
' 19771213495 4
143 |SYAHRANI S.AP 1959031004 1 e PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
AUDITOR - AHU MADYA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
146 |MADE ARDIKA UUDIANI SE 19840818200604201% KABUPATEN LANAH LALT INCPEKTORAT KABUPATEN
ANALIS KEBLAKAN MUDA BAGIAN PEREKONGMIAN,
147 |apisurva,se 197501022009011003 | ADMINISTRAS| PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABLPATEN TANAH LAUT
PENGGERAK SYARAKAT BIDANG BINA
SWADAYA MA MUDA B DINAS PEMBERDAYAAN
148 [TAUFIQ HIDAYAT SE 197705042008011021 | PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN | A PEMBEROMTAAN
DESA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PAMONG BUDAYA MUDA BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN
149 |NDOR ASYIKIN S Sos 157204171998021003 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN | CINAS PENDIDIKAN DAN
KEBLDAYAAN
TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP TAMBANG ULANG DINAS
150 |JUBAIDAH 5P 197807052010012001  [TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 5?;?::3_?::'; PAN‘:::E'BUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT AN P
ANALIS KETAHANAN PANCAN MUDA BIDANG KETERSEDAANDAN | o
151 |MOHAMMAD HARI S 196707062007011034 [ DISTRIBUSI PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | (1 €2
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP TAMBANG ULANG DINAS ||\
132 |NORSAFRIAH , 5.5T 198109112005012014 TANANMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ORTIKULTURA DAN PER '
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT H DAN PERKEBUNAN
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA BIDANG DINAS PERUNATIAN RAKYAT.
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS :
153 |RAHMI BUDIATI ST 198405082111012005
' PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKHVIAN DAN m‘g‘:a‘:z::ﬂ:‘g{f;mnr‘ DAN
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBUAKAN MUDA BIDANG POLITIK BADAN KESATUAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN
LAH 5.5 200003
154 |RAM o 13680713 2003 | BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | poLITIK
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA
155 | TAUFIKKURRAHMAN SH 197904122010011012 | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN |SEKRETARIAT DAERAH
TANAH LAUT
PENATA RUANG MUDA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERIAAN | DINAS PEKERIAAN UMUM,
156 |SAIDUL FITRIS.Tr, M.T 197908252006041015 | UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PENATAAN RUANG DAN
KABUPATEN TANAH LAUT PERTANAHAN
PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA BIDANG PERKEBUNANDINAS |
157 |RETNG NAWANG SARI 5P 197309052005012006  [TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIKULTUNA DAN PLRKLS
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT kU DA BUNAN
INSTRUKTUR MUDA UOT BALAI LATIHAN KERIADINAS TENAGA. [
158 |BUDIMAN SAPUTRA ST 198304302010011009  |KERIA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
PERINDUSTRIAN
LAUT
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MUDA BIDANG PERKEBUNAN
DINAS TANAMAN PANGAN,
159 {AGUS SUPRAYITND .AMG 197604292000121001 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIEULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBLAKAN MUDA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS SINAS KEPEMUDAAN DAN
1650 |SULAIMAN ,S.505 157104021992031005 | EPEMUDAAN DAN OLARAGA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH |7 178
LAUT
AUDITOR - AHLI MUDA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
161 |ARNY YUNIARTY SE., Ak 19@s0503z010012035 [ - S L UEE T INSPEKTORAT KABUPATEN
ANALIS KEBLAKAN MUDA BAGIAN ORGANISAS) SEKRETARIAT
. 9198803200
162 |DEWI CHANDRALELA .5.AP 1978111 901 DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH
PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA BIDANG PERBIBITAN, PRODUKSI |\ oo
163 |TAJUDIN NOOR 3P 196712301993071002 | DAN PAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN HEwan
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PERISALAH LEGISLATIF MU TASI T
164 |FAHRIAN NAFARIE,SH, MH  |198101162011011002 DA BAGIAN PASILITASI TUGASDAN | L ETARIAT DPRD

FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD




GURU MUDA UPTD SMP NEGERI 2 BATU AMPAR SMPA. KEC. BATU

DINAS PENDIDIKAN DAN

165 |RISA UTAMISE 197908122006042008 | AMPAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH CERUDATAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA BIDANG PENYULUHAN DAN
PRASARANA SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, DINAS TANAMAN PANGAN
KADR IO 5P 197911042009031003 : ]
166 {KADRE SARW HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN  |HORTIKULTLIRA DAN PERKEBUNAN
TANAH LAUT
ANALS KETAHANAN PANGAN MUDA BIDANG KONSUMSIDAN |
167 |SARI NARULITA S.Pi 197909142006042030  |KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIEANAN
PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALT
ANALIS KEBUAKAN MUDA BAGIAN ORGANSAS| SEKRETARIAT
¥ :
168 |YUNDA ARIVANTY, 5.iP 198811112007012001 |8 e o s SEKRETARIAT DAERAH
ARSIPARIS MUDA BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DINAS
169 [RIMA MELAT) 5.4P 197205091933032011 | PERPLSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KARUPATEN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
TANAH LAUT
ANALIS KEBUAKAN MUDA BIDANG KEWASPADARNNASIONAL [ oo
170 |Drs. H. KAMARUZZAMAN 196708031993031004  [BADAN KESATUAN BANGSA DAN PGLITIK PEMERINTAH ¥ GSA DAN
KABUPATEN TANAH LAUT PGLITIK
PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA BIDANG PERBIBITAN, PRODUKSI |
171 |WAHMIN NARTI,S.ST 197507241996032001 | DAN PAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :;NAS PETERNARAN DAN KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HEWAN
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA BIDANG PENATAAN DAN [ =~ =
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS -
172 |LISSA EKAWATY ,M.Kes 197711022005012006
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN ”WAS‘“: PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT LINGKUNGAN HIDUP
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP TAKISUNG DINAS
173 |ROOSVIVA SARI DEWI 5P 157403223006042020 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABLPATEN TANAH LAUT HORTIKULTLRA DAN PERKERUNAN
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA BIDANG BINA MARGA DINAS | DINAS PEKERIAAN UMUNM,
174 [BAMBANG PADMARAGA ST |198111062010011006  |PEKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PENATAAN RUANG DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERTANAHAN
AUDITOR - &HU MADYA INSPEKFORAT KABUPATEN BEMERINTAR
175 |KASMIATUN ,5.5TP 197908191997112001
> KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
ANALIS KEBIAKAN MUDA BIDANG KEOLAHRAGAAN DINAS 5
176 |ANNISA FITRIANI SE 197907252007012008 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH |0 AS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
LAUT
AUDITOR - AHL MUDA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
177 |SORAYA AZIZAH SE 198309202010012012
KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA BAGIAN
178 |MAHRITA RATNAFURI, ST 138203082009032011 | PENGADAAN BARANG / 1ASA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH | SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BIDANG PERENCANAAN DAN SADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEMBINAAN APARATUR BADAN KEPEGAWALAN DAN
179 {1BA NURKASIHANI S.H., M. M. |198005272005032006
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH :”GEMB"NGAN SUMBER DAYA
KABUPATEN TANAH LAUT ANUSIA
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP PELAIHARI DINAS
180 | HI.WAHIDAH 5.PEP 196612231907032004 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
ANALIS PASAR HASHL PERTANIAN MUDA BIDANG HORTIKULTURA
DINAS TANAMAN PANGAN,
181 |RACHMAWATI 5P 198204192009032010  |DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN [ T05 FERAMAR PANGAR,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBLAKAN MUDA BIDANG KETAMANAN SENI, BUDAYA,
BANGSA DAN
182 | WARDANIAH AWK 196607231986022002 | AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI BADAN KESATUAN :gﬁ::: KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
FRANATA KUNVIPUTER MUDA BIDANG PELATANAN PENCATATAN
AS KEPENDUDUKAN DAN
133 |NORIENAH S.AP 197205271993032002 | SIPIL DINAS KEPENDUDLKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH | D'
" PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
184 |BORO WAHYONO SE 197302192010011001 | DAERAH - AHLI MUDA INSPEKTGRAT KABUPATEN PEMERINTAH | INSPEKTORAT KABUPATEN
KARUPATEN TANAH LAUT
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA AHLI MUDA SEKRETARIAT
185 [AGUS MUTTAGIEN ,5.KM 197308061993031008 | e BUPATEN TANAM LAUT SEKRETARIAT DAERAH
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA BIDANG BINA
PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET, EVALUAS! DAN DATA DESA | DINAS PEMBERDAYAAN
135 [HEREANSYAH 5.S0s 196805282007011021 1\ C PEMBERDAVAAN MASYARAKAT DAN DESA PEMERINTAH | MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBLAKAN MUDA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
187 |CECEP SUPRIATNA SE 19B306192006041005 |0 5 PEMERINTAH KABUPATEN TANAN LAUT DINAS PARIWISATA
ANALIS KEBLAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN,
188 |MAYA INDRASWITA 5.Pt, MM, 1198408242009032010 | ADMINISTRAS| PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT




PENYULUM PERTANIAN MUDA UPT BPP BUMI MAKMUR DINAS
ANA AN,
189 |HERY FURWANTO 5P 197510192010011002 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Eg:;:urrumg:min:ﬁnun AN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA BIDANG
190 |H. RAHMADI S.AP 197707021999031007  |PASAR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERCAGANGAN E;:gigg:g’r;" USAHA KECIL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALT
PEKERIA SCSIAL MUDA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
193 |RAISA NURUL ISLAM ,S5.IP 198803112007012001  |PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL PEMERINTAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA BIDANG PENATAAN DAN
ANTIK ISTIANI PREHATININGTYAS PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
192 197704192010012008 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
ST PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT N
PERENCANA MUDA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM BADAN PERENCANAAN
153 |Hj. DAHLIYANI 5P 197701282009012001  |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT PEMEANGUNAN DAERAH
PERENCANA MUDA BAGIAN PERENCANAAN DAN KELANGAN
94 | AKHMAD RIADI 5. 198309012010011016
! S:kom 3090120200 SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | SEKRETARIAT DAERAH
AUDITGR - PENYELLA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH
F : 790201200
195 |FEBRIYANT! S.Akun 1979020 8012021 KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA BIDANG CIFTA
DINAS PEKERIAAN UMUM
KARYA DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM, :
196 {ZAINUDDIN ALWI 5T 198509262014021001 g
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN :ENM:::::ANG DAN
TANAH LAUT ERFA
PENGLIII KENDARAAN BERMOTGR PENYELIA UDT PENGUIIAN
197 |YUSMI FAHRIADI 197911022007011011  (KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBLINGAN PEMERINTAH | DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA BIDANG PENYULUNAN DAN
PRASARANA SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN DINAS TANAMAN PANGAN
198 |IULIMARMUD S i 197807072014061002 . .
H HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABLIPATEN | HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TANAH LAUT
TEKNIK PENGAIRAN MUDA BIDANG SUMBER DAYA AIRDINAS | DINAS PEKERIAAN UMUM,
199 [NURMINDA WIDIASAR) ST, MT |198212032014022001 | PEKERIAAN UMLM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PENATAAN RUANG DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERTANAHAN
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP BUMI MAKMUR DINAS DINAS TANAMAN PANGA
200 [SYAHRUDDIN 55T 196806172000031007  [TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIRULTURA DAN PER N'BUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KE
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
201 |GILANG SATRIA S.IP 199105312015021004 | DAERAH - AL MUDA INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH  |INSPEKTORAT KABUPATEN
KABUPATEN TANAH LAUT
PRANATA KOMPUTER MUDA BIDANG PENGELOLAAN INFORMAS]
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS | DINAS KEPENCUDUKAN DAN
N SK 132901012 02
202 |DENY SETIAWAN ,5.kom 89010120110110 KEPENGUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT
FPENGUII KENDARAAN BERMIOTOR PENYELIA UPT PENGUJIAN
203 |EKO SLAMET RAHARIO A.Ma  |198902012010012001  |KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH | DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT
I98505212010011013 | PANGAN, HORTIKUL] U DA PERKEBUNAN pevtemn - OIVAS TANAMAN PANGAN,
204 |MEWZIR FIRNANDA 5.P : HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEBLAKAN MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN,
205 |ARIS APRIADI SE, M.M. 198304091015021001 | ADMINISTRASI PEMBANCUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UP‘; ::: :;I:TNA:EDI?':'SN‘I;::AMAN DINAS TANAVAN PANGAN,
206 |ACHMAD ALPARI 5.5T 198004122007011016 | PANGAN, HORTIKULTURA DAN PE M HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LALT
PERENCANA MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN BADAN PERENCANAAN
207 |DEWI ANDRIANI ST 198609142015022003 | PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LINGKUNGAN DINAS PERUNIAMAN RAKYAT KAWASAN | PINAS PERUMAWAN RAKYAT,
LINGKUNGAN :
AN DAN
208 |{MAI PUII LESTARI ST 198305022015022002 KAWASAN PERMUKIM
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT .
ANALIS KEUANGAN PUSAT BAN DAERAH MUDA BIDANG BELANJA | oo
203 |IRMA HARIVANI A Md 197707182009032005 {DAN PEMBIAYAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | MDA PEREE S
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA BAGIAN
210 |BINTARTYSE 197304152007012024 | KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN TANAM |SEKRETARIAT DPRD
LAUT
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA BIDANG HUBUNGAN DINAS TENAGA KERIA DAN
211 |EADLY FAUZAN SH 198707082014021001 | INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DINAS TENAGA |1 TERASA
KERJA DAN PERINDUSTRIAN
e oo
NGEMBANGAN SUMBER DAYA
212 |ASEP SLIITO S.AP 138003162005031008 | o -\ tmANGAN SUMBER DaYA MANUSIA PEMERINTAH ::ANUSIA A
KABUPATEN TANAH LAUT




FEBRIAN NOVIEAR ADITYA

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA

213 198610132015021001  |BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN [SEKRETARIAT DAERAH
ROESANDY S.H
TANAH LAUT
ANALIS KEPEGAWALAN MUDA BIDANG MUTASI DAN
BADAN KEPEGAWALAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
- EO20320091
214 |IRFAN LUTHEL A Md 198502032009021004 | o NGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH ::::S;‘:ANGA” SUMBER DAYA
KABUPATEN TANAH LAUT
AUDITOR - AHLI PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN
215 |MUPICAH ,5.Pd 197701081997032002 RAT KABUPAT
’ PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTO PATEN
TEKNIK JALAN DAN IEMBATAN MUDA BIDANG BINA MARGA DINAS | DINAS PEKERIAAN UMUM,
216 |IRFAN ANSHARI ST 195010162014021001 | PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PENATAAN RUANG DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERTANAHAN
AMONG BELAIAR MUDA LIPT SAN EGIATAN BELAIAR
PAM SANGGAR K DINAS PENDIDIKAN DAN
217 {IMAM KHOZIN S.Ag 197008072014061003 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUDAYAAN
TANAH LAUT
PRANATA HUBLINGAN MASYARAKAT MUDA BIDANG KOMUNIKAS|
218 MARGARETA HABIBAH 55T, 197804092005012017 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KOMUNIKASI DAN
M.LKom. INFORMATIKA
TANAH LAUT
ANALIS KEUANGAN PUSAT OAN DAERAH MUDA BIDANG
319 |HUSNAH SST 198210102009032011 | PENAGIHAN, PEMERIKSAAN DAN PEMBUKUAN BAGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN CAERAH PEMERINTAH KABLIPATEN TANAH LAUT
AUDITGR - AHU PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN
1 0012012
220 |IRMA ANDRIANI ,SE 9820305201 PEAERINTAN KABLPATEN TANEH tpy INSPEKTORAT KABLPATEN
PRANATA KOMPUTER MUCA BICANG PENGELGLAAN INFORMAS!
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA DINAS [DINAS KEPENDUDUKAN DAN
NINA Y . 198406202011012006
ul UNIANA 5. Kom KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMERINTAH PENCATATAN SIFIL
KABUPATEN TANAH LAUT
PENGUI KENDARAAN BERMOTOR PENVELLA LPT PENGUIIAN
222 |MITRA HARI RAMADHAN AMa |198705092010011008 | KENDARAAN BERMOTOR DiNAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH | DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MIUDA UPT PP TAVBANG ULANG DINAS | o
223 |NINA LESTARI 5P 198301222010012011 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN hom ANA A PE::éB AN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT iKuLTY UN
TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA BIDANG BINA MARGA DINAS CINAS PEKERIAAN LMVILIM,
224 |FARID RAHMAN ST, MT 108312302014021001 | PEKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PENATAAN RUANG DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERTANAHAN
PENYULLH PERTANIAN MUDA DINAS TANAMAN PANGAN, —_—
215 |JAMSARI 5.5T 197312292005011008 | HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN ANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TANAH LAUT
PERENCANA MUDA BIDANG SOSIAL BUDAYA BADAN
226 |M. BAYU WILIANTO ST 198602122011011006 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN
KABUPATEN TANAH LAUT PEMBANGUNAN DAERAH
ANALIS KEBLLAKAN MUDA BIDANG KEOLAHRAGAAN DINAS
227 | AL MUKSIN SE 197505092006041012 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH |PNAS KEFEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
LauT
MARCELING AWAL WIBISOND PENGU/) KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA UPT PENGUIIAN
228 |, 198902282010011002  |KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH | DINAS PERHUBUNGAN
’ KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP PANYIPATAN DINAS TANAMAN PANGAN
229 |ROMANI 5.57 198201142010012001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKLILTURA DAN PERKEBUNAN E';A_; A AI(I:ZB "
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT RTIKULTURA DAN PERKEBUNA
INSTRUKTUR MUDA UPT BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA
230 |BUDI SUSILAWATI SP 197810222008012015 | KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH EI'E:‘:‘:JS:T"‘::N“E“’A DAN
LAUT
MUTIARA RAMADMHANI PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA AHLI MUDA SEKRETARIAT
3 EKRETARIAT DAERAH
331 |/ USUMADEWI SKM, M. 198504122011012003 |1, bp AM PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT s £
ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA BIDANG PERENCANAAN DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEMBINAAN APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
232 |ASWATUNHASANAM S.Kom | 197910122005032006 |, -0\ 16 ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH :::Sj::':““ﬁm SUMBER DAYA
KABUPATEN TANAH LAUT
, PRANATA KOMPUTER MUDA KECAMATAN PELAIHARI
233 |Hj. MARSALINA SE 196507212007012011 | s L KECAMATAN PELAIHARI
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA BIDANG
234 HRUN PURNANMAWATI A.Md 19770409199 7032002 PENDAPATAN LAIN-LAIN, RETRIBUSI DAERAH DAN PELAPORAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA BAGIAN
235 [SRIIUANA 5.Pi 198001182005012026 | KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN TANAH |SEXRETARIAT DPRD
LAUT
AS KOM
236 LERwaNsYaR, 55 157808162010011016 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA DINAS KOMUNIKAS! | DINAS KOMUNIKAS| DAN
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PEKERIA S50S1AL MUDA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN

237 [HERMANSYAH ,5.Kom 198008152010011010 | PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL PEMERINTAH CINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
PERENCANA MUDA BIDANG PERENCANAAN MAKRO BADAN
; P AAN
238 :"BEUI; KARIM SUSASTRO 5.5, 198604282011011004 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH g::’]:’:N;zi’:?:zAEMH
-Eo.Lev KABUPATEN TANAH LAUT
am LSG7052715550S2002 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN —~|PPAS TANAMIAN PANGA,
239 |HILMIAH A.Md . HORTIKULTURA DAN PERKEBLNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP KURAU DINAS
240 |HAMSANI 5.5 196911022008011013 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA BIAN PERKERUNAN g?ﬁ:ﬁgﬁmm'ﬁm&swm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
o \98006132015022001 | PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA DINAS PETERNAKAN DAN | DINAS PETERNAKAN AN KESEHATAN
241 [MHATES. 8006 KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HEWAN
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP KINTAP DINAS
222 |MAESAROH S5T 198502072617062003 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN gg:szszt“::!::ti::éwm ~
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN MUDA UPT BPP BATU AMPAR DINAS
243 |NIWAYAN ROMIYANTI, SST  [199011242010012002 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Eg:;:ﬁ;ﬁ“;:g::';ﬁ::ﬁw AN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA LPT BPP KURAU DINAS
244 |YUDISOFIAN ,5.5T 197810272008011005 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ag‘;ﬁxﬁrﬁﬁ:';::':‘é::éwmm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP BATH-BAT) DINAS DINAS TANAMAN PANGAN
245 |ROSITAH 5P 198205282017062001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIKULTURA DAN PERKLBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
AUDITOR - AHU PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN
TRIANA S, 040 8
245 | YUNISTRIANA S.H 198804012019032008 | oo 1 RINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN DINAS KETAHANAN | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
A : 20100
287 |AKHMAD FALZI 5.Kom 198804092010011003 |\ AN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALT |PERIKANAN
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA LPT BPP BATU AMPAR DINAS o
248 |PRIVO PADIARSD 5.5T 167964162007011007 TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Eg“:'r KANAMA'z:z':GAN'
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT IKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP KURAU DINAS DINAS TANAMAN PANG
245 | HENNY MARTHA SARI SP 198406102019032005 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN AS TANAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN BADAN BADAN PENGELOLARN o
250 |ANDRI AGUSTIAWAN A.Md  |197708202009031005 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASEF DAERAH PEMKAB TANAH KEUAN
DAN ASET DAERAH
LAUT
AUDITOR - AHL PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN
OVADI ; 990 1005
251 |R SAPUTRA ST 19900614201903 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA AHLI PERTAMA
2 |NOVI PERMANA ,5.1,P 198311162010011013
= I-Pust 1 SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LauT | SEXRETARIAT BAERAH
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA LIPT BBP TAKISUNG DINAS DINAS TANAMAN PANGAN
253 |ARDIANSYAH ,S.5T 198206062006041016 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIRULTLRA Dan E:KE'BUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT P
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BFP BUMI MAKMUR DINAS
254 |SEPTIA HAYATL,SP 198709182019032005 | TANAMAN PANGAN, HORTIXULTURA DAN PERKEBUNAN Eg‘:'zlﬁrrﬁm:::f:i::éwm "
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
INSTRUKTUR PELAKSANA LANJUTAN UPT BALAI LATIHAN KERIA
DINAS TENAGA KERIA DAN
255 |GUNAWAN A M4 198304062010011007 | BINAS TENAGA KERIA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH PERNOLSTAN
KABUPATEN TANAH LAUT
ARSIPARIS PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
256 |ESTINADIAH FATMAWAT) S.AP [197809022010012008 | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
KABUPATEN TANAH LAUT MANUSEA
PENATA RUANG AHU PERTAMA DINAS PEXKERIAAN UMUM, DINAS PEKERJAAN UMUM,
257 |MUHYIE MULIAWAN ST, M.T.  |138903142019031003 | PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN | PENATAAN RUANG DAN
TANAH LAUT PERTANAHAN
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP BAJUIN DINAS DINAS TANAMAN PANGAN
258 |LUSI ENDANG ASTUT} S5T 198402252017062001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA DINAS TANAMAN PANGAN,
259 |HALIMATUS SA'DIAH TP 199111182019032032  |HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN | DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PERTANMA UPT 8PF BAJUIN DINAS DINAS TANAMAN PANGAN
260 |M. NOGR MURYAD},S.ST 167809152009011001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN "

PEMERINTAH KABLUPATEN TANAH LAUT

HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN




PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPF PANYIPATAN DINAS

DINAS TANAMAN PANGAN,

261 |ROMANA 5P 198201142017062002 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
’ TIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HORTIKULTURA D,
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP TAKISUNG DINAS
262 |MAIDA ASTRIFINA ,SST 168505172017062002 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 53’:;:333’:‘:’;::':‘;::E'BUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENGANTAR KERIA MUDA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
A5 TENAGA KERIA DAN
263 |RANI YASODHARA SKM 108103122000032004 | JAMINAN SOSIAL TENAGA KERIA DINAS TENAGA KERIA DAN E:E:INDUSNTR(IEANKERJ
PERINDUSTRIAN PEMERINTAM KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERFANIAN PERTAMA UPT BPP BATI-BATI DINAS
264 |NANANG QASIM $.5T 197811272010011001 [ TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBLINAN zg‘xx:_t’::z::’:g:yéswm
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP TAKISUNG DINAS DINAS TANAMAN PANGAN
265 | RINI YULIANI 5.Pt 198304242017062002 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUM PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN UPT BPP BATU DINAS TANAMAN PANGAN
266 |H1ST MARIAM 197003012000032008 | AMPAR DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN HORTIKULTUAA DAN PERKEBUNAN
PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
AUBITOR - AHLI PERTAMA INSPEKTGRAT KABUPATEN
267 |RINA KUSRINI ,SE 198808052015032002 | e A INSPEKTORAT KABUPATEN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/LASA AHLE PERTAMA
. 12200
263 |BADARUDDIN 5.7 197UNII060H0I0 1 ooy RETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | SEKRETARIAT DAERAH
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPP BUMI MAKMUR DINAS | . N
269 {SOPHAN SOPIAN 8.5T 198001182009011001 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBLINAN E g:;; SG’L‘J":A D::':G:‘ B UNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT A DAN PERKEBUN
PENYLLUM PERTANIAN PERTAMA UPT 8PP PANYIPATANDINAS || o0 o
770 |REZKY AMELIA 5P 138410052019032007 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN piAs ’;A: PG AN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT ORTIKULTURA DAN PERKEBUN
INSTRUKTUR PELAKSANA LANIUTAN UPT BALMLATIMANKERIA | o oo
271 |{PALII RAHMAN A.Md 197608222010011004 | GINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH ok AS TENAGA KERIA DAN
KABUPATEN TANAH LAUT RINDUSTRIAN
PERENCANA MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
272 |MEI SUGIYOND ST 196705022014061003 | PENGEMBANGAN WILAYAH BADAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
MUHAMAD AGNES AUDITOR - AHLI PERTAMA [NSPEKTORAT KABUPATEN
198811092019031007
773 | HENDRIVANTO 5T, MLT. 98811 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA LPT BPP JORONG DINAS DINAS T
274 |ISMANTE ,SST 198306182017061001  [TANAMAN PANGAN, HORTIKLILTURA DAN PERKEBUNAN o ANAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PENYULUH PERTANIAN PERTAMA UPT BPF BATI-BATI DINAS
275 |AGUNG HADI HIDAYAT 5P 198903292019031003 | TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN YANAH LAUT HORTIKLATURA DAN PERKEBUNAN
PRA
276 |IKHSAN CAHYAD! S.Kom 197706142010011009 NATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN BADAN KESATUAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
BANGSA DAN POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN TANSHLAUT | poLTIE
PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN UPT BPP PELATHARY
DINAS TANAMAN PANGAN,
277 |5ITI PARIDAH 137003012006042014 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBLUNAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
ALIDITOR - AHLI PERTAMA, INSPEKTORAT KABUPATEN
A 198710022022031001 pEKT
278 {ACHMAD RIYANDI SE PENIERINTAM KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN KECAMATAN
279 |ZAHRIANA S Kom 157804222010012008 |7 164G ULANG PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALIT KECAMATAN TAMBANG ULANG
PENGANTAR KERIA PERTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN DINAS TENAGA KERIA DAN
280 |RIZQI MUTAHARA ,SE 198804022020121011 | o 0 INBUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERINDUSTRIAN
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANIUTAN BADAN
281 |MUSWANTINAH A.Md 198712182011012006 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH ::ﬁﬁﬁ:éﬁmm:m
KABUPATEN TANAH LAUT
AUDITOR - AHLY PERTAMA INSPEKTORAT KABLIPATEN
282 [ALFINSYAHRINALADHA SE.  |199307012022031003 |3 B e A EFTAME BSPEKTORN INSPEKTORAT KABUPATEN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/IASA ARLI PERTAMA
19
283 | DODY ANWAR 5,P0 8210232003010005 | < XRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | SERRETARIAT DAERAH
INSTRUKTUR PELAKSANA LANIUTAN UPT BALAILATIHANKERIA |1 o
284 |ZAINAL RAKHMAN A.Md 198005212010011018 | DINAS TENAGA KERIA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANAH LAUT

FERINDUSTRIAN




INSTRUKTUR PERTAMA DINAS TENAGA KERIA CAN DINAS TENAGA KERIA DAN
Y 199103172022032006
285 |NORSEHAT S.Kom PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERINDUSTRIAN
AUDITOR - PELAKSANA LANJUTAN INSPEKTORAT XABUPATEN
. 20
286 |MUHAMMAD ARIF 5.Kom 199312082015021001 | e vt INSPEKTORAT KABUPATEN
ARSIPARIS PERTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
287 [HASNA RAHMAWAT! SST.Ar |199510122022032001
8 * PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEARSIPAN
INSTRUKTUR PERTAMA DINAS TENAGA KERJA DAN DINAS TENAGA KERJA DAN
K 99805052022021005
288 |SUGIANTORC S.Kem t PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERINDUSTRIAN
AUDITOR - AHLI PERTAMA INSPEKTGRAT KABUPATEN
NAST. 199710242022032012
289 |SALYA AUDINA S.T 1 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH! LALT INSPEKTQRAT KABUPATEN
ANALIS HUKLIM AHLI PERTANA SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH
290 (FARIDA DEA UTAMI S5.H 19980510202 2032004 KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DPRD
291 |sim suLsTAN 551 199105232020122019 | PENERA - AHLI PERTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECILDAN | DINAS KGPERASI, USAHA KECIL DAN
PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERDAGANGAN
pamong belajar pertama UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS AS PENDIDIKAN DA
297 |LABRIANI,S.Ag 196608212014061001 | PENDIDIKAN DAN KEBUCAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TanaH |P™ DAN
LALT KEBUDAYAAN
AUDITOR - PELAKSANA LANJUTAN INSPEKTORAT KABUPATEN
EVY SHOFIYATE A .Wd 199204192015
298 [ewy , 2 OI2001 | R INTA KABUPATEN TATSAN Loy INSPEKTORAT KABUPATEN
AUDITOR - AHLI PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN
294 |M KHAMDAN ROSYID ,SE 199012122022031002
0 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
KATHARINA SISWI WIDYAWAT| PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN SEKRETARIAT
295 197608202010012003
SKom DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT SEKRETARIAT DAERAH
MEDIATOR HUBLNGAN INDUSTRIAL PERTAMA DINAS TENAGA
296 |AKHMAD NASHAR ,5.H. 199010252020421008  |KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH | DVNAS TENAGA KERIA DAN
PERINDUSTRIAN
LAUT
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN BADAN DAN PENCELOLAAN KEUANGAN
797 |NORLENI & M 108802072011012007 | PENGFLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH :iN Ser DaCRA KE
KABUPATEN TANAH LAUT
MUHAMMAD FIKRY HAYKAL AUDITOR - PELAKSANA LANIUTAN INSPEKTORAT KABUPATEN
199307312015021001
78 15 kom, 073 PEMERINTAH EABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN
PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN
X 19830405 1015
293 \KASTALANI A.Md 201001 KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEARSIPAN
INSTRUKTUR PERTAMA DINAS TENAGA KERIA DAN DINAS TENAGA KERIA DAN
300 | DITA AMARA 5. Korn 139709142022032009 | o NDUSTRIAN PEMERINTAH KABLPATEN TANAH LAUT PERINDUSTRIAN
AUDITOR - AHL PERTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN
AT KABLPATEN
301 | DEWI ARIFIANA 5. Ak 199601202022032009 [ o o TR S T OR A INSPEXTOR
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD
302 |AHMADTIRMIDZINUR SH  1199312202022031003 |00 il At T
PENERA - AHLI PERTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
303 {AKHMAD SABERIN 5.5i 199007212022031002 | b GANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERDAGANGAN
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA BADAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN
304 |ERIS ERIYANI AMd 198910252011012005 | o R PEMBANGUNAN DAERAH
PENGUIIAN
INSANUL KHAMIL DW) CAHYO PENGUI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA UPT DINAS PERRUBUNGAN
305 1 s md.pxB 159509142019081004 |, o\ RAAN RERMOTOR DINAS PERHUBLINGAN
PENERA - TERAMPIL DINAS KOPERAS|, USAHA KECIL DAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
306 |UMI AFIFAH A.Md 199803042020122009 | o AGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PERDAGANGAN
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA KECAMATAN BATI-BATI g
307 |AGLUS WAHYUDH! A.Md 197608012010011004 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BATI-BATI
AUDITOR - PELAKSANA LANJUTAN INSPEKTORAT KABUPATEN
308 [KHAIRUNNISA A.Md 198208202015022001 |, e\ e RINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT KABUPATEN




PRANATA KOMPUTER PELAKSANA BADAN PENGELOLAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
309 (WAWANTARNIANTOAMS  [198403312010011013 | FRANATA KO i i i
10 |VUYUN ENDAH WIDYANINGRUM| 1o 011012007 | PRANATA KOMPUTER PELAKSANA DINAS PETERNAKAN DAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
310 15 md KESEHATAN HEWAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT HEWAN
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN
A A 112
HE [ANGGANAIIROYO: AN BMI000008 e iaTAN S0 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT PENCATATAN SIPIL
PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN UPT BPP KINTAP
312 |DIAS RAHARIO 198808122010011002 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN zgnﬁxmﬁ:::f:‘é;:éuw -
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LALIT
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH
W 3
313 |FITRIA UTAMI A Md 198806182022032001 |\ O KOMPLTER L DINAS KESEHATAN
PUSTAKAWAN PELAKSANA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN
314 |RAHMAWATI A.Md ot | AT T e R
PRANATA KOMPUTER PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN
815 |MARIARK A pd 199709032022032006. |y £\ \DAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEBUDAYAAN
PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA UPT BPP TAMBANG ULANG
316 |smizusaiDan 198205022017062001 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 33&?:333::2::’:‘:::&3 o
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA UPT BPP PANYIPATAN
317 |BUDI PURNOMO 198307112017061002 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ag‘:éxmn::’:::ﬁ::éaumu
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TOTAL SELURUH PEGAWAI FUNGSIONAL YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENS] 317
KETERANGAN:
Jumlah pegawal fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi nz
Seluruh jumlah pegawal fungsional 317
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
02 Januari 2024
aian dan Pengembangan
Manusia
ah Laut

BADAN KEPEGAWAIAK 21 1
PENGEIBANGAHSUMBER




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : J1. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru

LARAPIRAN: dan tenaga kesehatan)
DATA JABATAN PEGAWAI TAHUN 2023
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
NO NAMA JABATAN JUMLAH
1 |JFT 317
2 |JFU 776
3 Pl 30
4 |ADMINISTRATOR 146
5 |PENGAWAS 249
TOTAL SELURUH PNS 1518
KETERANGAN:
Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi 317

Seluruh jumlah pegawai fungsional

317
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Pelaihari, 02 Januari 2024

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pembina Tk. I/ (IV/b)
TP, 19731128 199803 1 008
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TANAH LAUT
s
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat : JI. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315
Instrumen / Data Tambahan EPPD Tahun 2024
Tahun Anggaran 2023
El
No | Aspek Pemerintah Daerah Rumusan l;amt:n Capaian | Keterangan
Kelembagaan dan Kepegawaian
lah Struktural yang Terisi (Definiti 425
. $::i5:ima59 bt SRRl A Jumlah Struktural yang Terisi (Definitif) . SKPeOM
‘ Jabatan Struktural yang ada 452
F iatan Dikl b i
b Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Jromiah Begiatan Mt A i ! & .
0.00% BKPSDM
Tahun 2023 239

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional

Pit. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia




TANAH [ LAUT PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
mm—
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Alamat - JI. A.Symiram No. Pelathari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315
LAMPIRAN: Persentase Jabatan Struktural yang Terisi
DATA JABATAN STRUKTURAL YANG TERISI (DEFINITIF) TAHUN 2023
PANGKAT /
NO NAMA / NIP by ESELON JABATAN UNIT KERIA
3 Drs. H. SYAHRIAN NURDIN PEMBINA UTAMA LB KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
,MSi/196411121985031015 MADYA/(IV/d) ’ DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN
Drs. H. DAHNIAL KIFLI PEMBINA UTAMA
2 ; ERAH ARIAT DA
MAP/196404251987031012 | MADYA/(IV/d) nA PRERETARIS DA SEKRETABIAT CAGRAN
Drs. H. MUHAMMAD RAFIKI
3 |EFFENDI ':LTDB;?(:\V‘;TJAMA I8 KEPALA DINAS PARIWISATA DINAS PARIWISATA
M .S1/106402141987031012 J
4 [OrIrH AKHMAD HAIRIN MM.,  [PEMBINAUTAMA | o KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
MP/196801291993031007 MUDA/(IV/c) ’ PENCATATAN SIPIL SIPIL
5 [irsuHarvo PEMBINAUTAMA | o KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN [DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
/196405021987031020 MUDA/(IV/c) ' PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERPADU SATU PINTU
Drs. RUDI ISMANTO PEMBINA UTAMA
6 ;
M.$1/195809151990101001 MUDA/(IV/c) .8 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  |BADAN PENDAPATAN DAERAH
;| MUHAMMAD DARMIN S.1P, PEMBINA UTAMA - KEPALA BADAN PENGELOLAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
M.5i/196612271987031002 MUDA/(IV/c) . KEUANGAN DAN ASET DAERAH DAERAH
H. HAIRUL RUAL ,S.50s, PEMBINA UTAMA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
8 ;
M.Si/197002171990091001  [MUDA/(IV/c) e KESEJAHTERAAN RAKYAT SERRETAMAT PACRAH
g [H- ACHMAD TAUFIK , S.Pd. PEMBINAUTAMA | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN T T T —
M.AP/197102241997021003 MUDA/(IV/c) s PERIKANAN G
SAFARIN PEMBINA UTAMA
10
SIP,M.5I/196904261990101001 |MUDA/(V/c) I.B ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH
11 | BAMBANG KUSUDARISMAN PEMBINA UTAMA | o KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
,S..P, M.5i/196808181990101003 [MUDA/(IV/c) ’ MASYARAKAT DAN DESA DESA
PAI
1 |Prs ZAINAL ABIDIN PEMBINAUTAMA | o ::w: A?:"P:;;E:;:::m:“mt DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
196410131986031012 MUDA/(IV, :
/ DA/(IV/c) LINOKUNEAN ISR PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ANDRIS EVONY S.5TP, PEMBINA UTAMA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
2 M.5i/197909281997111001 MUDA/(IV/c) e PEMBANGUNAN BERKETARIAT DACRAMH
Drs. GATOT SUBAGIO PEMBINA UTAMA STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN,
4 : SEKRETARIAT DAERAH
! /196410101986021012 MUDA/(IV/c) B EKONOMI DAN KEUANGAN
Dre. JOKO WURYANTO PEMBINA UTAMA
I.B INSPEKTUR KABUPATEN INSPEKTORAT KABUPATEN
i ,M.5i/196501161992031008 MUDA/(IV/c)
MASTURI PEMBINA UTAMA KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
.8 1N NAGA KERJA DAN PERIN I1AN
16 | s.57p/197707051996121004 MUDA/(IV/c) PERINDUSTRIAN DN TENASAH EDER DAN FERIROLETR
17 Ir. M.FARIED WIDYATMOKO PEMBINA UTAMA i g KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
/196809291995031006 MUDA/(IV/c) HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DAN PERKEBUNAN
GENTRY YULIANTONO PEMBINA UTAMA STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN
L ,SE/196607081993031002 MUDA/(IV/c) o DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH




ABDILLAH PEMBINA UTAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
B M .Pdf196909101991031011 MUDA/(IV/C) u.s KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUGAYAAN
20 MUH KUSRI PEMEBINA UTAMA LB KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POUSI PAMONG PRAJA DAN
,SP/196003151998031012 MUDA/(IV/c) : DAN PEMADAM KEBAKARAN PEMADAM KEBAKARAN
Ir. HMUHAMMAD MURSYI PEMBINA TINGKAT
21 B SEKRETAR!S DPRD SEKRETARIAT OPRD
,M.5i/196803041998031009 Viv/b)
EKO TRIANTO PEMBINA TINGKAT
22 I, KEPA
5.505/196706011994011002  |I/(v/b) L8 EPALA DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
dr, ISNA FARIDA PEMBINA TINGKAT
B | kes/197406122005012016 | fi/h e KEPALA DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
24 ISMAIL FAHMI SE, PEMBINA TINGKAT e KEPALA BADAN PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MT/197311281998031008 1/{v/b} ) PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
25 SYAKHRIL HADHRIANALH PEMBINA TINGKAT I.B KEFALA DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PEKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG
,8T/197504121996031002 17{1v/b) ' PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN DAN PERTANAHAN
MOHAMMAD SYAHID PEMBINA TINGKAT KEPALA BADAN KESATUAN B 5
26 |.5.5TP M.AP/10700629200003100 e AN BANGSADAN | \DAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
a W{Iv/) POLITIK
27 | WAN PERSADA PEMBINA TINGKAT | KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
S.Pt/156801031989031011 1/(v/b) " KESEHATAN HEWAN
sy | NAHRIN FAUZ) PEMBINA TINGKAT | STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, CEKRETARIAT DACRAL
5.508/196901301990021002 [ 1A{Iv/b) : HUKUM DAN POLITIK A
RUDI IMTIHANSYAH ,SPT, KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
B | /197512102007002003 PEMBINA/(IV/al  |ILB OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3o | DANOESULAIMAN PEMBINA/(IV/a)  |If B KEPALA DINAS PERHUBUNGAN INAS G
£H/158011252002121003 (1V/a} : DINAS PERHUBUNGAN
Drs. ASYADULLAH AMIRUL WAFA [PEMBINA TINGKAT
31 1. A INSPEKTUR PEMBANT!
/196604091992031010 1/(1v/b) EMBANTU NSPEKTORAT KABUPATEN
JULIATI EVI RASTINI PEMBINA TINGKAT KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
32 n. & SEKRETARIAT DAERAH
5.505/196604081986022003  LiAlIv/b) KEUANGAN
gy |Dra- Hi- INDAH HERLINA PEMBINA TINGKAT | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
/196710041990102002 I(Iv/b)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
sc [Ors: MUHAMMAD SUPLAN NOOR [PEMBINA TINGKAT | CEKRETARIS
/196606231993031003 1/(v/b) DAERAH
KAISAR RMUSLIM PFMBINA TINGKAT e KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAIA DAN
35 | SH/196710071998031004 1/(IV/b) : KETERTIBAN UMUM PEMADAM KERAKARAN
35 | ANDI MASHABI PEMBINA TINGKAT |, a KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
LAP/197606231995111001 L{Iv/b)
AAN NORHUDA PEMBINATINGKAT [ KEPALA BIDANG BINA PEMBERDAYAAN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
37 | $50/107602141994121001  [1/(Iv/b) - MASYARAKAT DESA
Ir. SAHRUDIN PEMBINATINGKAT | KEPALA PELAKSANA BADAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
38 /196612101994031007 12{v/b) ’ PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |DAERAH
19 Ir. YAYAN ALFIAN PEMBINA TINGKAT A SEKRETARIS DINAS SOSIAL
M.SI/196707101993121002 Yiv/b)
ap | SAHIDANOR 3.30s. FEMBINATINGKAT 1\ a CAMAT BUMI MAKMUR KECAMATAN BUMI MAKMUR
M .Si/19661 1061986011002 {v/b)




M. NOORDIANSYAH

PEMBINA TINGKAT

41 |SKMM.Kes/19671013198803100} . B SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN PELAIHARI
4
ALFIRIAL ,SH, PEMBINA TINGKAT
4 .
2 |\ awr197s02031999032008 V) . A KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
o3 |MUHAMAD AMIN SUPRIYADI  [PEMBINATINGKAT | CEKRETARIS DINAS PEEERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
S5.503/197007051999031004  {1/(Iv/b) : DAN PERTANAHAN
MUHAMMAD DINUL BAKTIAN ST, |PEMBINA TINGKAT
a4 .
MT/157003031896031002 e I, A SEKRETARIS DINAS KOMUNIKAS) DAN INFORMATIKA
o5 | DWLANGGRAN, PEMBNATINGKAT | |cceran BERENCANA, PEVBERDATARN PEREMPUAN.
S.STP/197803131996122001  |I/v/b) : . P EREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Hj. . DAHLIANI ,S5.Pt, PEMBINA TINGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAIA DAN
46
MP/196904151589032008 Hiv/b) h. A SEKRETARIS PEMADAM KEBAKARAN
47 AMPERANSYAH ,5.KM. PEMBINA TINGKAT A KEPALA BAGIAN KELANGAN
MS/19660430G199012 1001 1/{v/b} : G SEKRETARIAT DPRD
Hi. DWI LAKSMINA YUNIKA PEMBINA TINGKAT
48
ST,MT/197006291992032011 (Iv/b) Ml A INSPEKTUR PEMBANTLU 1l INSPEKTORAT KABUPATEN
4o | ZAKIYAMANI 5P, PEMBINA TINGKAT | SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
MM/197611281996031003 I/v/b) - SUMBER DAYA MANUSIA
SEPTY RINA KUMALA SARI ,SE., PEMBINA TINGKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
50
M.E., AK./197705212003122005 Iiv/B) . SEKRETARIS DAERAM
oy [N SAHRIYANUR , SSTP, MSi PEMBINA TINGKAT |
/158203232000121004 Vitv/b) A KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
57 HLIIN HERUNA PEMEINA TINGKAT A SEKRETARIS
5508 MT/196610751986022007 |1/v/b) : BADAN PENDAPATAN DAERAH
53 |ARYSETYAWANMIUNG 5P, [PEMBINATINGKAT | KEPALA BAGIAN FASILITASITUGASDAN | oo
MM/197408262000031005 ) ' FUNGSI DPRD X °
ir. M. DAUD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
54 )
/196711021953031010 PEMBINA/(IV/a) |, B KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PERDAGANGAN
ANTONIUS JAKA ROYAN SRI
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
55 [HANANTO SKM, PEMBINA/IIV/a)  |ILB PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN
M Kes/196612061993021002
ALJAMALUDIN MALIK DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
V/a . B KEPALA BIDANG HORTIKULTURA
36| A pi/196708041991031010 PEMBINA/(IV/a} DAN PERKEBUNAN
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
KARTIKA LISA .S Hut X DINAS PERUNMAHAN RAKYAT, KAWASAN
57 ) 5 PEMBINA/(IV/A) . B PENCEMARAN DAN PERUSAKAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
MP/157009251997022008 LINGKUNGAN HIDUP E
KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN,
sg |drh- MUHAMMAD TAUFIK PEMBINA/IV/2) |8 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER,  |DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
/197005071998031010 PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL
AHMAD YAMINI 5,505 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
y ' . DINAS SOSIAL
59 |maca/197204121900031007 [P MEINA/(V/) il B DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
ANG PENGENDALAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
gp | SUKARTI, SH. PEMBINA/(IV/a) |8 :::;LSD?:[; DATA DAN INFORMASI BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
MS/197007031999012001 , DAN PERUNDUNGAN ANAK
H. SURIANSYAH PEMBINA/(IY/ . KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
61 | 5.505/196703061992031006 (v/a) : PERIZINAN JASA USAHA TERPADU SATU PINTU
i KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
gz |- SITIZURAIDA SKM, PEMBINA/(IV/a)  |HLB 8 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

M.AP/196710201990122001

DAN KELUARGA SEIAHTERA

DAN PERLINDUNGAN ANAK




63 | AKHMAD ZAINI NOOR cEvBINA/IV/) | B KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DAN  |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
ST/197611211557031001 : PENGENDAUAN ASET DAERAH
dr. AR PURNAWAN
PEMBIN . KEPALA BI LAYANAN KESEHATAN E
8 1/197609132008081016 Afiv/a) e BIDANG PE N DINAS KESEHATAN
Dre. MUHAMMAD BADARUDDIN
&5 PEM W, . KEPALA BIDANG POLITIK BADAN KESATUAN BAN POLIT
1197211061991011001 EMBINA/(IV/a) LA Bl u E G54 DAN POLITIK
1 UV AIRIAN KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN
66 | : PEMBINA/(IV/a) |l B ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.Pd/197010151998022006
NONFGRMAL
MUHAMMAD FADU
67 | srp/i978080s190612100;  |PEMBINA/IV/) B SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN JORONG
. Hi. EPA|
6s |07 Hl WIWIK RAKHMAWATI M. [, aviah e KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM  |UPTD RUMAM SAKIT UMUM DAERAH HADII
Kes/197911092007012010 DAN KEUANGAN BOEIASIN
ELIZA MEILANI KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN
RO R NA/(I in. g 3
MPsi/197505142001122002  |P o MBINA/IV/a) PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KLRIA DAN PERINDUSTRIAN
KHAIRIL FAHMI 5,505,
70 | apniorioririosseriors  |PEMBINA/IV/) (i e KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA
DARMAWISATA 5,50, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
7 v
1 |mappor1i1s100a03100s  |FEMBINA/(V/a}  in. KEPALA BIDANG PASAR PERDAGANGAN
SUPINAL ANWAR , 5,50
72 ; 308, PEMBINA/(IV/A) i, SEKRETARIS CAM
M.AP/197202221993031005 /(1v/a) 8 AT KECAMATAN BAIUIN
SUTARNO 5.Kep.Ns,
73
MM/157310081908022001 PEMBINA/(IV/3} | A CAMAT KINTAP KECAMATAN KINTAP
H. SAMSUDINGR SKM
74 kM, .
ME/197405001598031003 PEMBINA/(IV/3})  (Ifl. B SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN KURAU
75 |DANITA PUSPAWARDANI, SSTP, | o KEPALA BIDANG DATA, INFORMASI DAN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
M.SI/198208222000122003 : PENGADUAN TERPADU SATU PINTU
76 | SMAILSEMBIRING PEMBINA/IV/2)  |II.B SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN BATU AMPAR
5.505/106606111991031014
FADHILAH RAHMAN 5.KM, B KEPALA BIDANG APARATUR DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
7 v pwfio700s021992021002 [P EMBINA/IV/a) g PERLINGUNGAN MASYARAKAT PEMADAM KEBAKARAN
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, USAHA,
7g |FAUZAN RIADI 5P, PEMBINA/(IV/2) [l B - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
M.P/197607051996031004 PRASARANA DAN SARANA
SAN
ARIF SETYAW AN KEPALA BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWA!
PEMBINA/(IV/2) |8
79 | s7/198010092005011012 /iv/a) DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
UPTD RUMAH SAKIT LIMUM DAERAH HADJI
H. SYAFANGAT
‘ PEMBINA/(IV/2] LB KEPALA BIDANG KEPERAWATAN
B0 | oxm/196901011991011003 fIv/a) BOEIASIN
ADE GUMILAR X KECAMATAN BATI-BATI
PEMBINA/{V/a) |l A CAMAT BATI-BAT!
81 55TP/198411252003121001 R/iv/al
sy |IAMAROSANTI 5505, RPN A CEKRETARIS ;)g;\: gENS.:p:Sn.Pq:mU MODAL DAN PELAYANAN
M.|Kom/167302252006042006
KEPALA BIDANG BINA PERENCANAAN,
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
g3 | INDRA WARDHANA FEMBINA/(IV/2) (Il B KEUANGAN, ASET, EVALUASI DAN DATA  (*2
$STP/198311062002121003
, DESA
gq | ARUANI PEMBINA/(IV/3) n A SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
SKM/197062221693031006




KEPALA BIDANG PENATAAN DAN

ADI RAHMMANI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
N KLNGA!
8 ,SP/197206211996031003 PEMBINA/(IV/2) -8 EIE;'J':,GKATA" KAPASITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Drs. FAJAR SURYAD!I KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DINAS PEMBFRDAYAAN MASYARAKAT DAN
86 PEMBI n.a
/197205121992031006 masiiviay DESA DESA
87 AHMAN! PEMBINA/{IV/a) n. A SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
J5.Pi/196908061993031013 '
RIKA AMALIA KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN,
88 |S.5TP,M.5i/19840320200212200 |PEMBINAJ{IV/a) . A ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SEKRETARIAT DAERAH
2 SUMBER DAYA ALAM
YUDO RESTANTO , SSTP,
89 ju1im /158600012004131002 PEMBINA/(IV/a) He A CAMAT BATU AMPAR KECAMATAN BATU AMPAR
MINA AYU ROSWYDA
90 PEMBINA/(IV/a . A INSPEKTUR PEMBANTU V INSPEKTORAT KABUPATEN
ST/198008052005012014 /73]
ABDUL HAKIM MUSLIM 5.5i,
P N
91 M.P/197101251991021001 EMBINA/{IV/a} . A KEPALA BAGIAN KESEIAHTERAAN RAKYAT |SEKRETARIAT DAERAH
MARIA ULFAH
92 S.95i/1079111 32005012008 PEMBINA/{IV/a) n. A SEKRETARIS DINAS TENAGA KERIA DAN PERINDUSTRIAN
WISNU KUNTARTO
9 P .
® | ssTp/198405282003121005 EMBINA/UIV/Z) LA ICAMAT BAJUIN KECAMATAN BAIUIN
LENI SARI INDRAWATI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
95 PEM I , ARI !
AKS/197610082000032005 BINA/IV/a) ti. A SEKRETARIS DAN PERKEBUNAN
EMROHAYAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
95 IN . B PALA N
S.PL/197311102993031003 PEMBINA/(Iv/a) KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL 100 1 SATU PINTU
GUNTORO KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
98 PEM IV, In. B
5.505/197609172006041018 BINA/LIV/a) PENGEMBANGAN WILAYAH DAERAH
TOTOM WAHYUDI KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA  |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
97 v ) ’
S5.5T,.M.T/197606221998031003 PEMBINA/{IV/a) . & KECIL PERDAGANGAN
LATIP KAMARUDIN
MBI I A KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
98 | sAp/10740705199a021008  |PEMBINA/IV/R})
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
99 ROFAM FITRE 5P, 060410 PEMBINA/(IV/a) 1. B SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI | DINAS PARIWISATA
M.Ling./197311112006041014 KREATIF PARIWISATA
1pg | TEDY MULYANA ST, PEMBINA/(IV/a) |1l A SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
MT/198006172005011007
101 | AGUS SETIYO S5TR, PEMBINAJ(IV/3) Wl A CAMAT PELAIHARI KECAMATAN PELAIHAR
M.M/198508082004121001
PAIMIN 5 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
: PEMEBINA/(IV/a 0. A SEKRETARI
102 S.Hut/19750714200604 1004 AflIv/a) PERDAGANGAN
SATUAN POUSI PAMONG PRAJA DAN
WANDA ARISANDI ;M. AN
PEMBINA/(IV/a mn. g KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKAR.
103 T./197612061998031001 (1v/a} PEMADAM KEBAKARAN
SRIHADI S.ST, PEMBINA/(IV/a] " KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
104 MT/197409101999031005 ; PENGEMBANGAN DAERAH
HENGRG CAHYCKD ,SE, PEMBINA/IV/a) .o KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
105 M.A.P./197202162008041003 {Iv/a : PEMBINAAN APARATUR SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA BAGIAN PROTOKCL DAN
106 | M- ALFAN ROSIDI ANWAR,, PEMBINA/(IV/a} A N SEKRETARIAT DAERAH
$.5TP/198604092006021002 KOMUNIKASE PIMPINA|




MAD Y
MUHAMMAD YULIANSYAH KEPALA BIDANG REMABILITAS DAN
107 |skm,, PEMBINAAIV/)  |i.B PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
M.M./197609122005011011
ALAMSYAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PEMBINA/(Y, . B KEPALA BIDANG AKUNTANSI
198 | 5£/195901051993031011 /v/a} DAERAH
H. MUHAMMAD HAYAT KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAIAK
PEMBINAA(Y, ", BADAN PENDAPATAN DAERAM
109 | 5 505/197020131994031005 MBINAJIV/a) 1. & DAERAH
dr. R.MN. HARYONO NOVIANTO KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDHK DAN JUPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI
110 PEM IV, .
/197811082005031003 BINAAIV/E) LB | \UNJANG MEDIK BOEJASIN
BUGI ANDRIAN SUTANTO KEPALA BIDANG PERIZINAN NON DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
111 PEMBINA/[IV, I,
1 ¢ 506/107602182007011006 € {(V/a) . B PERIZINAN TERTENTU TERPADU SATU PINTU
ULIL AMRI BAHTIAR ,S.T., DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
112 ) EPALA BIDANG T :
M.P./167812132006041011 PEMBINA/(IV/a) [l B K BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
MUHAMMAD HADIAT
113 |wicaksOND SsTP,, PEMBINA/(IV/2) It A CAMAT PANYIPATAN KECAMATAN PANYIPATAN
M.1.P/19870617 200602 1001
INA GANTIANI S.I1P.,
114 M.M./187111221991032004 PEMBINA/(IV/a) il. A INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT KABUPATEN
ZULFAHMI KEPALA BIDANG PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
115 EM .
$508/196706301980031007 || CMOINA/(IV/E) - fTL B PENCATATAN SIPIL SIPIL
MYRZA FAZRINA ST KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
1156 .
MT/198003222006042012 PEMBINA/V/) (LB | iR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KASNU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
. B
117 5.505/19680672 1980021001 PEMBINA/(IV/a) . B KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAERAH
ANANG (FANSYAH
P v, R BIDA
118 | 17902172008011008 EMBINA/(IV/3) LB KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA [DINAS PARIWISATA
DASUKI KEPALA BIDANG SUMBER DAYA
9 I . B DI KESEHATAN
U9 | ¢ ap/io7212112002031008  {PEMBINA/IV/a) KESEHATAN NAS
HJ. HENNY HASTUTY
PEMBINA/[IV/a)  |HL A SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
120 | ¢ 505/197008262006042005 A/Ivfa)
121 NOOR IRWANDY KODRATILLAH PEMBINA/(IV/a) il.B KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
S.Pi/197709062006041016
4. AKKMAD AMPERIANSYAH s KEPALA BIDANG PENYULUMAN DAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
122 1 ¢ s7/196605151988031018 PEMBINA/{IV/a} : PRASARANA SARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
123 | VA MAHRANI PEMEINA/IV/A) [N A INSPEKTUR PEMBANTL | INSPEKTORAT KABUPATEN
ST/157702232006042009
134 | WAHIDAH PEMRINA/IV/2) i m KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SE/196812061996032003
ASAN
YANTI MONDES ST, DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAW
St W) |me KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
125 M5/19761204 2006042005 PEMBINN{ / l PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
MUHAMMAD AMINULLAH S.STP, & ULANG
EMBINA/IV/Z) |1, A CAMAT TAMBANG ULANG KECAMATAN TAMBAN
126 |\, aps198703082006021002 || fivia)
ANDRA EKA PUTRA S.IP, AS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
127 - PEMBINA/(IV/a)  |mLA SEKRETARIS DIN
M.5i/198709272007011002
KEPALA BIDANG PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
128 { V71 KHAIRIAH PEMBINAKIV/Z)  |i.B o
5.Kom/198204242003122005 PENDAFTARAN PENDLDUK SIPIL




ORBIT SETIAWAN NURCAHYO

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG

PEMBINA e KEPALA BIDA MBER DAYA AIR
129 | 61/197403131999031005 /(v/a) NG SU DAN PERTANAHAN
EDI HARIYAD! DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
BINAA(IV ) LA BIDAN NAN
130 | Sp/198005122005031006 PEMBINA/(IV/a} 1.8 |KEPA G PERKEBU DAN PERKEBUNAN
dr. ENDIK ARIFIANTO
PEMBINA/{IV . e KEPALA UPT K. H. MANSYUR KES
130 0321201001002 Jinvfa) RSUD N DINAS KESEHATAN
GUSTI MUHAMMAD TAJUDIN
132 |NOOR s.S0s, ST, PEMBINA/{IV/a)  |m.B KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
MS/197606032011011003
YUD! SRI WANTORD KEPALA BIDANG EKONOM! DAN SUMBER |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
133 v, .
SP/197507312007011011 PEMBINA/(IV/a) 8 DAYA ALAM DAERAH
MUHAMMAD LUTHFI AKBAR
134 | (P /19860415200701 1001 PEMBINA/(IV/a) I B SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN TAKISUNG
FAJAR TRI ATMAJA PA
135 PEMBINA/IV/al | B KEPALA BIDANG MUTASI DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
,SH/198101312008031001 PENGEMBANGAN APARATUR SUMBER DAYA MANUSIA
GIRI ARISTIADIE ,5.Pd, KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
136 W . B
MM/ 19841 0032006041005 PEMBINA/{IV/a) MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBLOAYAAN
HERU PURWANTO KEPALA BIDANG BELANJA DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
137 PEMBIN )
SAP/197404271995031003 Alwa) 0.8 PEMBIAYAAN DAERAH
Hi. SITI ASIYAH , KEPALA BIDANG PEMBINAAN
8 )
138 | 06704161990012002 PEMBINA/(IV/a) |8 KEBUOAYARN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TLLPUADDIN
139 IV, .
5.50/167002021993031012  |PEMBINA/IV/aL [ CAMAT KURAU KECAMATAN KURAU
PAIMUN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
140 PEMBINA/(IY, i, & KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET
ST/196905122007011032 fwra) G PENATAUSAHA DAERAH
AFRIZAL AKBAR BADAN PLRENCANAAN PEMBANGLUNAN
18 .
1 $H/198104032002121008 PEMBINA/{W/a) ne KEFALA BIDANG PERENCANAAN MAKRD DAERAH
ISNA SAFRIANI KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN,
BADAN PENDAPATAN DAERAH
142 1 < sosn19730329109a032007 | MBINA/IV/AL LB RETRIBUSI DAERAH DAN PELAPORAN
143 | HYUSRIANSYAH PENATATINGKAT 1. A SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
/166604151994011001 1)
14 |1AMAR PENATATINGKAT | o KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5.50s/107405101004032006  |1/{ni/d) KEARSIPAN
BQRNEA RETNG MAHALAYATI PENATATINGKAT | o KEPALA UIDANG KETERSEDIAAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
145 |S.Ai, /) ' DISTRIBUSI PANGAN
M.1LKom./195011302005012015
1ag | NUNUNG MUSTIKAYANI PENATATINGKAT | SEKRETARS DINAS KEPENDUDLKAN DAN PENCATATAN
SH/157208252006042015 /() SIPIL
WIYANTI MELANSARI PENATATINGKAT | o KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL | \c o oo o pERINDUSTRIAN
187 | SH/197606242005012017 Vi) : DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERIA
148 | YYSD! MURSALIN PENATATINGKAT 1 g SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN KINTAP
SH/197312072006041011 1i/d)
1ag | ANDRY KURNIAWAN PENATATINGKAT | o KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA | o o N DAN PERIKANAN
S.Pif197609232005011008 iin/d) ' PERIKANAN
150 | EOVRUKMANA PENATATINGKAT | KEPALA BIDANG BINA \DEGLOGI DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SE/107412161954031003 1im/d) WAWASAN KEBANGSAAN




NOOR HILMI

PENATA TINGKAT

151
5505/195812232006041000  y{1/e) e SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN BATI-BATI
157 | IKRAM NOOR KAUTSAR PENATA TINGKAT -
SSTP/I98708172006021001  |(se) . A CAMAT TAKISUNG KECAMATAN TAKISUNG
MAHYUNI HIDAYAT SE, PENATA TINGKAT
153 , UFTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI
M. Kom./197806062008011026 |1/(ll/c) . 8 KEPALA BIDANG PELAYANAN NON MEDIK |, 00 o
AURANTI MURAYA PENATATINGKAT
154 |PURIHANINGRUM ) il B SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN TAMBANG ULANG
5.5TP/198605022004122001
1c5 | FERRY KUSMANA, PENATATINGKAT | KEPALA BIDANG PERBIBITAN, PRODUKS!
$P.MP/197807142008011020  {I/(1l/d) ' DAN PAKAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
156 | INDRA WAHYUDI, Sk, PENATA TINGKAT KEPALA BIDANG KESEHATAN
M.Kes/198406122010011013  |i/(ni/d) .8 MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
157 DiLA ARISANTL ,SE, PENATA TINGKAT .8 KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN
M.AP/198203222008012013 |yl ! KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
158 MOHD. RIZAIDIN NODR PENATA TINGKAT " KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
5.508/197607251995031001  |1/th/c) B PEMERIKSAAN DAN PEMBLKUAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
160 | YULIS SHAIR! PENATATINGKAT | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG /
ST/197807252008031001 Y/ : 1ASA SEKRETARIAT DAERAH
160 | MIFTAHUL ANWAR PENATA TINGKAT KEPALA BIDANG STATISTIK DAN
SKom/198304242009031013  |I/(1n/d) .8 PERSANDIAN DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA
61 | GUSTIDWIERZANDI KASUMA  [PENATATINGKAT | SEKRETARLS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
ST, MT/157907082007011022  |1/mi/d) PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
167 | NURMAYA SavITRI, ST, PENATA TINGKAT
NS /19R205107000022007 ae) in. & KEPALA BIDANG PERINCUSTRIAN DINAS TENAGA KERIA DAN PERINDUSTRIAN
YUSTINA
o T osaasg [PENATA TINGKAT KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI,
M Ling/ 0320 |1 i, 8 BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
oz DAN EKONOMI
16a |dre- 8UDI RUKkIvAT PENATATINGKAT | DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM  JUPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADII
/198707232014111001 (/) - DAERAH HAD BOBJASIN BOEJASIN
165 | ADITYA NUGRAHA PENATATINGKAT {8 KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
SH/193103072008031001 el . K DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
RIZKA PRIATMA ARVIE PENATA TINGKAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
166 .8 KEPALA BIDANG TATA KOTA :
5T/198406112009031005 (/) PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
DWI1 HADI PUTRA ST, PENATA TINGKAT HNAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
= . IDANG BINA MARGA
167 1111974051 72006041002 i(ll/d) fl.8 KEPALA BID DAN PERTANAHAN
168 | DANSTAR PENATATINGKAT | o KEPALA BIDANG PRASARANA DAN DINAS PERHUBUNGAN
ST/197704042009031009 11t/ KESELAMATAN
L6 | MASANINOR, PENATATINGKAT | KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG|SATUAN POLIS| PAMONG PRAIA DAN
$508/197108152000031007  {/{n/d) : UNDANGAN DAERAH PEMADAM KEBAKARAN
1p | DENNY WAHYLDHI SE, PENATATINGKAT | KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN | o oo
MM/198203102009031004 /uil/d) MASTARAKAT
RIDHO RIFANI PENATA TINGKAT DINAS PEKERJIAAN UMUM, PENATAAN RUANG
171 " KEPALA BIDANG PERTANAHAN
ST/198506012010011016 /e DAN PERTANAHAN
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
172 | BAMBANG ADI WuAYA PENATATINGKAT | INFORMAS! ADMINISTRASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SKom/198106212009031004  |I/(I/d) " KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN  |SIPIL

DATA




173 | HADERIANSYAH S.S0s, PENATATINGKAT | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-
M .1.Kom./198005042009031004 | /(I/d . COVERNMENT DINAS KOMUNEKASI DAN INFORMATIKA
MUHAMMAD FAHRIZAL PENATA TINGKAT
174 LB |KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN  [Drins TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
SP/198103102010011027 1/nfd) DAN PERKEBUNAN
175 [ GUSTINOVIAR KUSUMA ST, | o e KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA |DINAS PEKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG
M.T./198611152010011006 KONSTRUKSI DAN PERTANAHAN
176 | GILANG PRADANA s.5TP,
M.LP./198910252010101001 PENATA/{NI/c) n.B SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN BUMI MAKMUR
177 AKHMAD NOPRIADI A P, PEMBINA TINGKAT
M.51/197411201994121001 (v /b) IV. A KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERIA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
179 | MUHTAR PEMBINA TINGKAT | KEPALA SEKSI KURIKULUM, KESISWAAN, |
5Pd/197101021994121001  ivyp) DAN KETENAGAAN SEKOLAH DASAR INAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MAHANI S Kep.,
179 ep PEMEINATINGKAT | KEPALA SEKSI KEPERAWATAN DAN RAWAT|UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAD)!
INers./197011251991032007 I70¥/b) JALAN BOEJASIN
150 | M- SSWAT S, PEMBINA TINGKAT KEPALA SEKSI KURIKULUM, KESISWAAN,
MM /107204051002033008 LiIv/b) V. A DAN KETENAGAAN PENDIDIKAN ANAK  |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Dra. HI.YUSTIATI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
181 PEvEINA/V/a)l v, A KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN BERENCA
/196602021992032012 KEPECAWAIAN NCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
183 |Drs: FATHURRAHMAN
/196809081953021001 PEMBINA/(1v/a) v.A KEPALA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN KURAU
IMELDA ,$.Pd KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA LPT ||\ c bE KERIAAN UMUM
183 |\ Pd/197108151007022007  |FEMBINA/IV/a)  {IV.B [PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL DAN PERT | PENATAAN RUANG
KONSTRUKE! ANAHAN
M. NGOR , 8, KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
184
$05.M.P.H/196902051989031004 | EMBINAAIV/A) IV A BAN KECAMATAN BATI-BATI
PAHIMAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN ‘
185 |.SKM,M.Kes/15740404159903201 [PEMBINA/{IV/2 Iv.B
: JlIv/a} PEREMPUAN DAN ANAK BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
FIRMANSYAH ,S.STP, KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
186 P .
M.M/167411051954031006 EMBINA/IV/A) VA | eRTIBAN KECAMATAN KURAU
SULIMIN 5.S0s, KEPALA 5LIB BAGIAN PERENCANAAN DAN
187 : PEMBINA/{IV/a Iv. 8 KECAMATAN BLMI MAKMUR
M.AP/196704241993031012 itv/a) KEUANGAN
dr. NELLY MEILIANA KEPALA SEKS| MUTU DAN SUMBER DAYA |UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAD
188 JM.Irmun/197805142008012020 PEMBINA/(IV/a) V. A PELAYANAN NON MEDIK BOEJASIN
G A N DAN DINAS PENGENDALIAN PENCUDUK, KELUARGA
189 NANA MARIANA PEMB!NA/“V]B] VoA KEPAmGiUNB BAGIAN PERENCANAA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
,5P,M.P.H/197603081998032002 KEUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
FATIMAH ST KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
M } KECAMATAN BUMI MAKMUR
198 | im/196909101990032007 PEMBINA/(IV/a) IV A MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
FITRIANE ,5.S0s, KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
S v .8 KECAMATAN TAMBANG ULANG
3 M.AP/197809251997032001 PEMBINA/(LV/a) KEUANGAN
drh, PURWANINGSIH KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
PEMBINA/{IV/a V. A DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
92 | 1197805042009032007 /iv/a) KECAMATAN TAKISUNG
drh. RINA WULANSARI KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
PEMBINA/(IV v, A DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
193 ) 1198002022009032008 NA/I/3) KECAMATAN BATU AMPAR
MULYADI 5.Xep.,
PEMBINA/IV V. A KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KECAMATAN BUMI MAKMUR
198 | M/197701011596031005 AAiVIa}




ELYANI, SKM,

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

165 M.KQS/197803202005012017 PEMBINA/(IV/a) . B KEUANGAN KECAMATAN BATI-BATI

196 ;Sﬂ?fg';ﬂ': ;Tgﬁg?:::z' ; APl lpEmBINAIVA) IV, A EE:::;&;J; AB;G'A” UMUM DAN DINAS SOSIAL

97 | aorssrsosossoosmioes  [TEMENANVAL A (PR S PEIERONAN o [KECAMATAN G

198 :SNS;I;:;220?:;;D%J§:1ZDE PEMBlNN(lV/a) Ww.B KEPALA UPT BPP BATI-BATI g::fig:;th:r"PANGAN' HORTIKULTURA

199 r::g;z:?:t;\;;x:;lsg;om PEMBINA/(IV/a)  {IV. A ::::;;;U::n?m” UMUR DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

200 i::;::f;” ﬁ:’;’:g:;'ég?f&i':'&s PEMEINA/(IV/3) |1V, A :EE::;;PALP:AS’:;:::;:”A" HEWAN | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

201 JE?Z:;’;:;?B‘E;% 11008 PEMBINA/IIV/a) V. A KEPALA SEKS| KEMASYARAKATAN KECAMATAN TAKISUNG

202 rsﬁl;llh;ssonmgssozlooa .ﬁ}? T v KME:::‘:RT:.:;?::JSEEJ:E:/:‘ESRAHAN KECAMATAN TAKISUNG

00 | orosaosorionsontor  [Jmrer [V [KSPAASUSSaGuNpeRcnCaNaa | VIVAS PERUMAHAN FAKVAT KAWASAN

O e sl R T R

206 ,S:f?;i?:g?f?sseoa1o1o 5?.?.?3 TNAT v eepaua et ser kurau gm;:ﬂﬁmumm' HoRTIKuTURA

207 ;9:_??;::%"1219 85031013 ;?::;;A TINGKAT IV A KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KECAMATAN BAIUIN

20 | ENDARASTUTL. FINATATINGKAT |v.a  |KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN |DINAS KESEHATAN
5.505/106703091989032007  {i/tn/el)

200 ,::ﬂ?(l}klhf‘ﬁ\::;lllgsstl?'lﬂﬂg IPITI':?J}A TINGKAT V. A KEPALA SEKSI PELAYANARN KECAMATAN PANYIPATAN

210 H. IDA ARLIANI FENATA TINGKAT WA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
5.504/196609161986022004 W(/d) KEPEGAWAIAN SIPIL

211 ;::?:g':;;‘;’;;:; - 6;;6' 2 ;Z':l;; THAKAT T A |KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BATI-BATI

212 ;ﬁﬁ?;i%i’;’:?; 0203201 ;Tm;‘;“ TINGKAT |1 A |KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KECAMATAN KINTAP

110 | RUSMANSYAH PENATATINGKAT | [KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
,5.30%/1969102019932031005 L dy PENYULUHAN PEMADAM KEBAKARAN

o [ (R s [ s o

216 J:;:ﬁ“;;;gz';?:;; 031014 :;Z'I"I;‘;A TINGKAT 1y [kepaLa seksi TaTA PEMERINTAHAN KECAMATAN BAJUIN




LASTUTI PENATA TINGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
V. A LA SUB BAGIAN GAN
217 | $p/197410131996012002 /) KEPALA SUB KEUAN PEMADAM KEBAKARAN
HENY YULIANA PENATA TINGKAT KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
: CAMATAN PELAHA
218 | < Ss/195904021990022001  |1/(n/d) WA keeamiean ke PELAMARI
HARYOND A Md Kep PENATA TINGKAT
‘ . . A PALA SUB BA A AT
99 ¢ couioe00312199:003008 ) KEPALA SUB BAGIAN TATA USAH DINAS KESEHATAN
GAZALI RACHMAN PENATA TINGKAT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
: KEP,
220 1o bKp/196910211993031002  |1/{I/c) -8 FPALAUPT BPP KINTAP DAN PERKEBUNAN
MUTMAINAH PENATA TINGKAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
21 A [KEPALAS |
SE/197211101993032007 1/(1/e) W U8 BAGIAN PERENCANAAN DAERAH
H. SYAMSURI PENATA TINGKAT
22 | coosaontstonsonioos () .4 |KEPALA SEXS) PELAYANAN KECAMATAN TAMBANG ULANG
123 | MKMATIAH PENATATINGKAT | |KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN DINAS KOPERASH, USAHA KECIL DAN
AMd/196908011989032008  |I/{Ily/d) ' KEPEGAWAIAN PERDAGANGAN
SARI SAPARINA PENATA TINGKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
224 :
S.PSif197901192005012014  |1/{ise) .4 |KEPALASUB BAGIAN KEUANGAN DAERAH
TASDIK S.Kep, PENATA TINGKAT KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
225 :
Ns/187207051993031008 w(in/d) W-A | MasvaRAKaT DAN DESa/keLURAHAN  |KECAMATAN TAMBANG LLANG
MUNIMAH PENATA TINGKAT
226 v,
SE/198601121089032013 Vi) W.B |KEPALA SEKS| KEMASYARAKATAN KECAMATAN PELAIHARI
SRI SUMARTI PENATA TINGKAI
227 V. SEKRETARIS LURAH CAMATAN P
5.505/196808041992032010  |1/(1/c) 8 A KECAMATAN PELAIHARI
7ULKIPU PENATA TINGKAT KEPALA SEKS! PEMBERDAYAAN
' Iv. A CAMATAN PANTIPATAN
228 | /19660312198R031018 (/) MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN  |NECAMAT IPATA
SRI HANI PENATA TINGKAT
229 .B  |KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN PELAIHARI
LAMd/196708041985032012 ln/d)
HUSATR] PENATATINGKAT | [KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
230 | A M0/196605051990021001  |I/(l/d) : LOGISTIK DAERAH
12y | SYAMSUOIN PENATATINGKAT | |KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KECAMATAN BAJLIN
5.505/196605141989031010  |1/(II/d) KETERTIBAN
FAIZAL RIZA PENATATINGKAT |~ [KEPALA SEKS) PEMBERDAYAAN KECAMATAN KURAL
BY | < s05/197704172006041005 [/ : MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
733 | HELLINDA YOSUP PENATATINGKAT Iw.A  |KEPALA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN PELAIHARI
5.505/197902222006042012  |v/(ii/d)
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN
234 | BAMBANG WIIONARKQ PENATATINGKAT ||y & [SARANA PRASARANA PENDIDIKAN ANAK | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
/57/197409042005011007 in/d) USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
MULYADI PENATATINGKAT | |KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
235 | SST/196604201989031013 Hild) KEPEGAWAIAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
235 | ROY AL AZHAR PENATATINGKAT L, g KEPALA UPT BPP JORONG DAN PERKEBUNAN
SP{197603232007011017 )
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
337 |1 FAHRUDIN PENATATINGKAT |\ g KEPALA UPT BPP TAMBANG ULANG DAN PERKEBLNAN
ST/197309162006041021 ind)
238 | PARTI PENATATINGKAT 1y a KEPALA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN JORONG
5.PO/1970L0262006042006  {I/IiAd)




HELINDA NORLAILINAWAT PENATA TINGKAT KEPALA SEKS| PEMBERDAYAAN
V. A BATI-BAT
239 | < pij197001312007012012 1in/d) MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN | CCAMATAN BATI-BATI
NOOR HADIAH PENATA TINGKAT
240 V.8 KEPALA SEKS| PEMBANGUNAN KECAMATAN P
SE/197506222006042015 Vikid) E ELAIHARH
NOORHALIDA PENATA TINGKAT
4 v.A EPALA SEKSE K RAKA
201 { ¢ o 06919222006042007 Vi i K EKSE KEMASYARAKATAN KECAMATAN JORONG
ZA'ARINA HUMAIRAH PENATA TINGKAT KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN
4 . A KABUPAT!
42 [ <£/197310082006042017 1A/d) UMUM INSPEKTORAT EN
Drs. BAHRUDDIN PENATA TINGKAT
. A P AT
23 | 08700604101 ) A |KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KURAU
RMAWAN NINDYO WA
He N RDOYO | enaTa TINGKAT KEPALA UPT OBJEK WISATA PANTAI
244 |5.pd, el vA | e DINAS PARIWISATA
M.Pd/157967132005011017
RUBIAH SUPRIANTI PENATA TINGKAT KEPALA SEKS! KELEMBAGAAN DAN
35 1 <p/197802222006042005 I/ilfd) V. A SARANA PRASARANA SEKOLAH DASAR | U'VAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Hj. RUKAIVAH PENATA TINGKAT
245 A ALA !
S Ag196812263006042002 s v KEPALA SEKSH KEMASYARAKATAN KECAMATAN BATI-BAT|
H. AHMAD RIDA'| PENATA TINGKAT
247
$505/197010102007012031 |t/ W. A KEPALA SEKSE KEMASYARAKATAN KECAMATAN PELAIHARI
TOMMI NAVIRI PENATA TINGKAT KEPALA SUB BAGIAN UMLM DAN RUMAH
248 v, SEKRETA
SPQ/198011172007011008  |i/(nfd) VA brancea RIAT DAERAR
HANA MARDIANA PENATA TINGKAT KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT
4 g S|
49 | sh/198104102006042012 Vinzdy .8 KESEHATAN HEWAN TAKISUNG DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Drs. H. M. ERHAMI PENATA TINGKAT
250 | 006041010 il V.8 KEPALA SEKS| PEMBANGLNAN KECAMATAN PELAIHAR!
4oy | SUBIHARTATY PENATATINGKAT | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
ST/196904212007012032 If{n/d) ’ KEPEGAWAIAN DESA
TINGKAT K EKSI K N
257 | AHMAD SYAIRANI PENATA WA EPALA SEKS| KETENTRAMAN DA KECAMATAN BUMI MAKMUR
5.51/196b06261989081012 1/UI7d) KETERTIBAN
ERY SURYANI PENATA TINGKAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
. EPALA SUB BIDANG INVENTARISASI
253 1 4 s1/197308161996022004 tnd) VA K G DAERAM
SOLEHUN PENATA TINGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
V. A KEPALA SEKS! KESIAPSIAGAAN
28 | 0 ces/107407251007031003 1A/ PEMADAM KEBAKARAN
RIYANTINY THAMRIN PENATA TINGKAT WA KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
255 SP/167504012008012016 1/{n/g} ) PEMINDAMTANGANAN DAERAH
Jc¢ | TRIYONO PENATATINGKAT | o KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHARUMAH oo N KESEATAN HEWAN
,55T/196802032000031005 I/01/d) POTONG HEWAN
a57 | HERAWATI, PENATATINGKAT 1 g SEKRETARIS LURAH KECAMATAN PELAIHARI
A.Md/196809211992032002  |I/{iil/d)
4sg | MUHAMMAD NOOR PENATATINGKAT [ KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KECAMATAN BATU AMPAR
5.504/197308292007011012  |1/(1/d) MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
HARIRAWATI PENATA TINGKAT | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
259 AMI/196906121992032015 1/{n/d) ’ KEPEGAWAIAN DAERAH
26p | NURIAH PENATATINGKAT 1, o KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN PELAIHARI
5.505/107403201995032005  |1/{Ii/el)




Hj. SRI RAHMIATI PENATA TINGKAT
261 VA KEPAI EKSI KEMASYARAKATA Kl N KURA
SE/197507202007012017 Vi) EPALAS s N ECAMATA v
SARHABIL PENATA TINGKAT KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
262 :
S.AZ/196812282007011020  |i/(/d) M-A |kerermiBan KECAMATAN BATU AMPAR
JOKO SUSANTQ PENATA TINGKAT
263 . B KEPALA SEKSI KEM AKAT |
5.505/196910182007011018  |I/UNd) i E ASYARAKATAN KECAMATAN PELAIHARI
AHMAD YANI PENATA TINGKAT KEPALA SEKS! PEMBERDAYAAN
254 . a A
SKM/197404041999031009  |1/NIfd) MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN [ CCAMATAN KINTAP
ENDANG WINARN PENATA TINGKAT
265 ) o ee/195801241989032008 |y IV.B  |KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KECAMATAN PELAIHARI
HAMDAH PENATA TINGKAT KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
§ :
256 | < pa/197710292010012009 vinsd) v. KEPEGAWAIAN KECAMATAN TAMBANG LILANG
267 ANGGRAINI FAIRIYAH 5.7, PENATA TINGKAT V. A KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DINAS PARIWISATA
M.5i/197901 262008012011 1in/g) : KEUANGAN Rl
KHALIKENNOOR PENATA TINGKAT KEPALA SEKS! KETENTRAMAN DAN
268 .
5.Ag/197503012008011024  |\/lN/d) WA eETeRTIBAN KECAMATAN TAMBANG ULANG
FITERIYANI PENATA TINGKAT KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
29 .
5505/197904062008012025  {y//d) MR |peLaporan DINAS KESEHATAN
HENNY FITRIANIE 5. PENATA TINGKAT SATUAN POUS!I PAMONG PRAJA DAN
270 | <o /197809052008012030 /e WA~ [KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PEMADAM KEEAKARAN
AGUS HERYANTO PENATA TINGKAT KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
71
\5.505/197608312007011008 1£/{(/d) V.8 KEWANGAN KECAMATAN TAKISUNG
MULYONO PENATA TINGKAT
7 A
SSo0m0na003002 [yl w KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KECAMATAN BATU AMPAR
NANA MARTIANA PENATA TINGKAT DINAS PEKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG
73 I.A  |KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN :
,ST/1985803182008032003 tim/dy 8 K DAN PERTANAHAN
RIA ANGGRAENY PENATA TINGKAT
I.A  |KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN KECAMATAN TAMBANG ULANG
7% | S£/197806162008032002 Vi)
1s | SUStYANT! PENATATINGKAT | [KEPALASUB BAGIAN UMUM DAN SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA DAN
5.AP/197902261998032003 |I/{Ili/g) ' KEPEGAWAIAN PEMADAM KEBAKARAN
15 | MARETTA PENATATINGKAT | |KEPALASUB BAGIAN UMUM DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
,SE/197803212008012014 1/i0/d) KEPEGAWAIAN
277 AMRIN THAIR PENATA TINGKAT V.B KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KECAMATAN TAKISUNG
SH/195809231990031002 1/(fd) KEPEGAWAIAN
47 | YUSUANI, PENATA TINGKAT | KEPALA SEKS| KETENTRAMAN DAN KECAMATAN TAKISUNG
5.Pd/196603201987031008 W) KETERTIBAN
4q | M- 122UDDIN PENATATINGKAT | [KEPALASUBBIDANG PENDATAANDAN | oo A
SAP/197810102009011003  |I/i/d) PENETAPAN PAJAK DAERAH
2gp | NORMAIDA PENATATINGKAT |y g KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN PELAIHARI
5.51/198511202009032010 £/
Ja1 | NASRULLAH FaHMI SkM, PENATATINGKAT | |KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAANDAN | oo
M.PH/197612291997031005  |1/{m/d) KELANGAN
RAMACHANY SURYANATA ST, [PENATATINGKAT | |KEPALA UPT PERALATAN DAN PENGUJIAN [DINAS PEKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG
282 M.Si/197510012009031004 l/(|||/d) ' MATERIAL KONSTRUKSI DAN PERTANAHAN




Jg3 | YULIA AZIZAH PENATATINGKAT [ KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
LS. KM/198411062009032009 1/{e/d) : KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ALAM MANDHANI AISYIAH PENATA TINGKAT KEPALA SEKST KELEMBAGAAN DAN
288 | 0008200801001 v IV.A  |SARANA PRASARANA SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBLIDAYAAN
MENENGAH PERTAMA
s [Hi NOVITA AR PENATATINGKAT | | cpain upr INSTALAS! FAR
Apt/298611132014022002 ) : Al MASH DINAS KESEHATAN
286 AZANI FIQR{ PENATA TINGKAT V. B KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
,5.505/19700806199002 1001 174 /d) ) KEPEGAWAIAN KECAMATAN KINTAP
287 RETNA AFRYAN! PENATA TINGKAT VA KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
5.G1/198305212005012005 /0117 : PENGELOLAAN ASET DINAS KESEHATAN
Jas | NORHAYAT! PENATATINGKAT | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
S.SLPI/197705022009032007  |\/li/d) : KEPEGAWAIAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
189 USWATUN HASANAK PEMATA TINGKAT
5.Pd/196912161992032009 1) V. A KCPALA 5UB BAGIAN KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
290 |ABERIANSYAH PENATA TINGKAT
$ Ap/ 1965091 ¢ 1956031002 P v A KEPALA S8 DIDANG RETRIBUSI DAERAH  |BABAN PENDAPATAN DACRAH
Jg1 | AKHMAD RIDHA PENATATINGKAT |
S Kep.NS/107010101505021001. |/ . KEPALA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN BAIUIN
ADENAN HAKIM PENATA TINGKAT
302 B DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
SE/196611241990031005 ) KEPALA UPT BPP BUMI MAKMUR DAN PERKEBUNAN
Jo3 | AHMAD MUSLAII PENATATINGKAT | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
5.Kom/198308292005011005  [1/{ih/d) : KEUANGAN DINAS 5051AL
ANDRI TRIYANTO CAHYOND PENATA TINGKAT
296 | AM.UASO/1982121320031210 [ IV. A KEPALA SEKS! LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN
04
s05 | PRECEILLIA CIPTANING ULFAST,  [PENATATINGKAT [ KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
M.T./198401132006032002 1/dl/d : INSTALASI FARMAS! DINAS KESEHATAN
295 | YULIANI ASTUTI PENATATINGKAT |\ [KEPALA SUB BAGIAN PERENCANARNDAN {0 /o0 o oUsTR
SE/197410252005012010 1in/d) : KEUANGAN A DA 1AN
2oy | SHELVY NURMUUAWATISE,  [PENATATINGKAT | |KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN {DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
M.M./198507082010012019 1/0m/d) ’ PELAPORAN TERPADLU SATU PINTU
208 BAKTI PURWANTD PENATA TINGKAT V. A KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
,ST/198006082010011010 yin/d) : KESIAPSIAGAAN DAERAH
Igg MIERTA APRIANA SKM PENATA TINGKAT VA KEPALA SUR BAGIAN LMLUM DAN DINAS KESEHATAN
M.M./198504302011012006  |1/(/d) KEPEGAWAIAN
M. ARIEF YASIR PENATA TINGKAT DINAS PEKERIAAN UMUM, PENATAAN RUANG
V. A KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
300 1 ¢ kom/198305092006041004  |if{ui/d) DAN PERTANAHAN
REZA SYAMRIAN PENATA TINGKAT V. A KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA DAN
301 | <¢/198205032010011001 /) : PENGAWASAN PEMADAM KEBAKARAN
102 ZIKRI FAHM A ,SE, PENATA TINGKAT V. A KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN SEKRETARIAT DPRD
M.AP,/197504012010011010  |/im/d) ANGGARAN
103 GUSTI NOOR INDAH ASTUTI PENATA TINGKAT W.B KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DINAS KESEHATAN
SE/167403122010012001 iy LABORATORIUM KESEHATAN
100 | ISWAHYUDOTO PENATATINGKAT | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN SADAN PENDAPATAN DAERAH
$.Kom/197608272005011013  |1/AN/d) KEPEGAWAIAN




MALLANA SETIYO BUDY PENATA TINGKAT
: V. A KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BATU AMPAR
305 M.M/197604101997031008 1/4m/d)
IDA RAHMAWATI PENATA TINGKAT
: V. A KEPALA S| LAYANAI KECAMATAN TAKISUNG
308 |t 1197408021995032003 1/(lyd) EKS! PE N
307 SUPRIYATI PENATA TINGKAT WA KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI BELANJA [BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
JSE/198202142006042028 1f{n/d) ! DAN BEBAN DAERAH
K PE LAN DAN
308 | TAUFIQ HIDAYAT PENATATINGKAT | PE::ELS::::LN ziER:‘;A PRASARANA | UPTO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADII
5KM/197804142006041037 /) . BOEIASIN
NON MEDIK
09 IBNUL GOYIM | PENATA TINGKAT VA KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN |UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADIE
SH/198604012011011002 1d) : MASYARAKAT DAN ORGANISASE BOEJASIN
HASM! NORBANA S, PENATA TINGKAT KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN PAJAK
3 .
' |com/197608302005011020 (HI/d) VA Ibasran BADAN PENGAPATAN DAERAH
MUHAMMAD NOVIANSYAH PENATA TINGKAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
311 :
$.Pif197711262011011001 lyd) V. A KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAERAH
AGUS RIADY S.Kep, Ners, PENATA TINGKAT KEPALA SEKS! PELAYANAN DAN
312 v,
M.M/198208182005011008  [1/(Hi/c) VoA IKEPERAWATAN DINAS KESEHATAN
213 | MURWANTO PENATATINGKAT | KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
ST/198205062011011001 1/nd) : KEBUTUHAN DAERAH
114 | STIQOMAH S Kep, PENATATINGKAT | KEPALA SEKS| KEPERAWATAN GAWAT  |UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADN
NERS/197906072006042025 1/in/dy ' DARURAT DAN RAWAT INAP BOEJASIN
315 ABDLRRAMMAN SIDIK PENATA TINGKAT V. A KEPALA UPT PELABUHAN DINAS P BUNGAN
S.1.Kom/197903192008011017  (1/(1i/d) : ERHU
dr. IRWAN SETIAWAN SYAH PENATA TINGKAT UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAD!
316 . KEPALA SEK
/198409192014111001 iihgel) V. A EPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK BOEIASIN
AHMAD MUDZAKKIR PENATA TINGKAT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
317 . PA 8PP '
5.5T/198303292011011002 1) .8 KEPALA URT 8PP BAJUIN DAN PERKEBUNAN
SUPRIYANTO PRIHATIN SP, PENATA TINGKAT DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
A BA AA
318 |\ p./198504092011011003 W) W KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PERKEBUNAN
KARNI KEPALA SEKS| PELAYANAN MEDIS DAN
V. A DINAS KESEHATAN
319 1o keprio78031620060a1006 | TENATAIN/C) ! PENUNJANG MEDIS
MARAWIAH
V. B KEPALA SEKS| KEMASYARAKATAN KECAMATAN PELAIHAR!
320 |\ Maj197200051094032003 | ENATAYIC)
gy | ' RAHMAR PENATA/{IN/c) Iv.B KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN PELAIHARI
5.Pd.AUD/197409072008012010
ALMUNANSYAH |||/' ) VA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
PENATA/(Il/c .
322 | ¢ Kom/197609172008031002 d KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKSI KETENTRAMAN DAN
323 |JAINALABIDIN PENATA/[IIN/¢) . A KEPALA KECAMATAN PANYIPATAN
SP/197505102012121001 KETERTIBAN
NOVE NOOR SALAM KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN
PENATA/{II/c VA SEKRETARIAT DPRD
32 | CH/198611232015021002 AN/} KEPEGAWAIAN
INDAYAN KEPALA SUB BIDANG AKUNTANS! BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
325 PENATA/(IIfc) WA
LSAKL/197710122005012015 PENDAPATAN DAN PENGELULAAN KAS DAERAH
326 |- FARAR TASDIQ PENATA/(Il/c) V. A KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN PANYIPATAN
LIn/100205032015071001




AHMAD ROSYADI KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN
327
,5.Kom/198501242011011001 PENATA/(Ifc} WA PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIAT DAERAH
ASPI SETIA AAHMAN KEPALA SEXSI REHABILITASI DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
328 P {11 .
5.Pt/198209292014061002 ENATA/NI/C) V. A REKONSTRUKSI DAERAH
ASEP SETIAWAN
329 5 Kom/158409142010011012 PENATA/{IN/c) W. A KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
FREDDY NOORHARI SUCIYANTO DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
310 PENATA/(lIl/c V. A KEPALA UPTD KEBERSIHAN ’
ST, MT/198505232014021001 (/e) PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDLP
331 | MUHAMMAD SEPTIADI PENATA/(H/c} VA KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN SATUAN POLIS| PAMONG PRAIA DAN
SH/198709012015021001 ' PENYELIDIKAN PEMADAM KEBAKARAN
SAFARIANI KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
332 AMG/197701262000121002 PENATA/{lIl/c) VA BELAPORAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MUHAMMAD ALFIAN .S Kom, KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN
333
MM/157910072020011010 PENATA/(IN/c) V. A PELAPORAN INSPEKTORAT KABUPATEN
SUPIANSYAH §, KEPALA SEKSI KESELAMATAN DAN
334
Kom/197905082006041019 PENATA/(INfc) . A PENGEMBANGAN DINAS PERHUBUNGAN
335 | FIDHO KARIM AMRULLAH
5.5TP/199208042014061001 PENATA/{MI/c) V. A KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
32 | TAISHA DEWINA SAR) 5.1P, PEN
M.1.P./199308142015072001 ATAMI/c) v, A LURAH ANGSAL) KECAMATAN PELAIHARI
337 M. HIDAYATULLAH PE
5.5TP/199312112015071001 NATA/(HI/c) IV, A LURAH PELAIHAR| KECAMATAN PELAIHAR}
a3 | LAILAAIFISAH PENATA(II/C] w8 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
JAMA/198112272005012009 LABORATORIUM LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
539 HAIRANI PENATA/(IIVE) VB XEPALA UPT BPP PANYIPATAN DINAS TANAMAN PAKNGAN, HORTIKULTURA
,5P/196703151988031017 ' DAN PERKEBUNAN
drh. UDYA NOVITASARI KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
340
/158611152015022002 PENATA/(IN/c} Iv.8 KECAMATAN KURAU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
HARNI RAHAYL KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
341 ] .
,5..Kom/158008102008012040 PENATA/(Il/c} . A KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN
NOOR HIDAYAH KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
342 JA.Md/198312052005012007 PENATAAIII/c) VA KEPEGAWAIAN SUMEER DAYA MANUSIA
WARADIAN BANGKIT NUGROHO
PENATA/{IH/C VA LURAH PABAHANAN KECAMATAN PELAIHARI
343 L,5.5TP/199006172012061002 /et
344 | RAMMAT HIDATAT PENATA/(Itl/c} V. A KEPALA SEKSI ANGKUTAN DINAS PERHUBUNGAN
AMd/197805122008611016
345 YANTE ERLIYANI PENATA/(lil/c) V. A KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
,5.Akf198105242006042031 PENATAUSAHAAN ASET
FAZRIANNOOR S.Kep., KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN |UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADSI
PENATA/{lI V. A
348 M.M./158704272009031002 ENATA/(/c} KEUANGAN BOEJASIN
LIANA LUTFIATI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PENAT, ) KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
347 /5.8k/198002272005012013 ENATA/I/c} V. A DAERAH
RINI AMBARWATI 5T,
: V. A PA| K ATAN BUMI MAKMUR
348 M.Sos./198002152015032001 PENATA/{IIl/c} KEPALA SEKSI PELAYANAN ECAMATAN




ADITYAWARMAN SH, KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAIAK
309 [ 168510262015024001 PENATA/{INl/c) IV. A DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNGGUL JATI PRASETI¥A KEPALA SEXSI KETENTRAMAN DAN
350 AMG/19761219200801 1008 PENATA/IN/C) V. A KETERTIBAN KECAMATAN JORONG
RINNE AULIA KEPALA SUE BAGIAN PERENCANAAN DAN
as P 1 . N PE
1| 5€/198306192006042015 ENATA/(1/c} Iv.B KEUANGAN KECAMATAN PELAIHAR)
MUMAMMAD ISNAINI KEPALA 5UB BAGIAN UMUM DAN
352 I .
AMK/197704182005011008 | CVATA/LINVE) M-8 |xepecawaian KECAMATAN BATU AMPAR
YULIANT] DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
353 ATA, : .
$.505/197407162007012012 PENATA/(Ill/c) v A KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERKEBUNAN
EKA MINNA ARISANTY
154
S E/198407202006042014 PENATA/{lIN/<) VA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN FNSPEKTORAT KABUPATEN
INDERA GUNAWAN ,A BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
3 .
%5 |110/19820510200601014 PENATA/(NI/C) V. A KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN DAERAH
DODY SAPUTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
356 | sstpriso31aamo015071001  [PENATAAIIC) V.4 |SEKRETARIS DAERAH
HARRY HARRIYANTO , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN BADAN PENGFLOLAAN KEUANGAN DAN ASET
asy P :
7 |5.Kom./198806222010011003 ENATA/ N c) v. A KEPEGAWAIAN DAERAH
SULASTRI LATIF KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
358 PENATA/(IN LA
s NATA/(IN/c} W KEPEGAWAIAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
SARI PRATIWI KEPALA SUE BAGIAN PERENCANAAN DAN
p .
359 ,5E/196905082006042006 ENATA/(lil/e) V. A KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
AHDA FU'ADI KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
36 .
0 | 61kom/1982111120060az007 |PENATA/INIE) L DAN PERTANAHAN
NOVIAN ISKANDAR ZULKARNAIN KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-
361 S Kam/107711112010011006 PENATA/IN/C) V. A LAIN, PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
o PERENCANAAN PENDAPATAN
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
362 YUDI IRAWAN , PENATA/(III/c) . A SU
SE/197607142006041006 PEMELIHARAAN DAERAH
KEPALA SEKS| KURIKULUM, KESISWAAN,
363 ARIE IRAWAN PENATA/(IIl/c) V. A AN KETENAGAAN SEKOLAH MENENGAH |DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
,5.Xom/198807182010011003 PERTAMA
FERRY ARYADIE ATAVI) VA KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN |BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
4 PEN ¢ .
3 SE/LOB0073112007011006 DAN PEMBIAYAAN DAERAN
H). RUSDANIAH KEPALA SUR BAGIAN UMUM DAN KECAMATAN BATI-BATI
PENATA/(Ill/c Iv.B
365 | < 7/167402172007012007 flltie) KEPEGAWAIAN
35 | SURIADI HABIYANI PENATA/(IH/c) IV.A  |KEPALA SEKSI PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN
,5.1Kom/197804172009011001
ARDIANSYAH KEPALA SUB BAGIAN ASET DAN SEKRETARIAT DAERAH
PENATA/(HI/C IV. A
367 | SE/198506212007011005 /e PERLENGKAPAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
3pg | FACHRUDIN Aziz PENATA/(HI/c) Iv. A DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.Pt/198012022009031004 KEPEGAWAIAN
ARMAN ALA SEKS| KEDARURATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENATA/(lIl/c Iv. A KEP A
369 | < sT/197206082007011017 /life) PEMADAM KEBAKARAN
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN,
a7 | WA NUPARI PENATA/(IIl/C) V. A MONITORING DAN EVALUASI PAIAK BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.57/187707182009011001 DAERAH




471 | MUHAMMAD SvAM ANI PENATA/(I/c) v.a  |KEPALASEKSIPELAYANAN PENUNJANG  |UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADH
SKM/198001142005011004 : MECIK BOEIASH
17 | RACHMADANI PENATA/(I) VA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
A.Md/198306172010011012 : KEPEGAWAIAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
AKHMAD SYAHRUI KEPALA SEKSI PERLINGUNGAN SATUAN POUSI PAMONG PRAJA DAN
373 PENATA/(1 Iv.
SE/197311182006041009 /el VA |masyaRAKAT PEMADAM KEBAKARAN
AHMAD FALZ] KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
4
374 | G kom/199009282015021008 |PENATAVAIIVC) MA e DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERLIANSYAH
35 | 9770810200701 1017 PENATA{II/c) WA |KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KELIK SUSILAWATI H DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
376 PENATA/(I/c . A KEPALA SUB BAGIAN KELUANGAN !
5.F./198005292006042032 Afliunfe) PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
UMARDIANSYAH KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
377
5.041/102207212000011001  |FENATAVIING) VA lkerraawamn DINAS PARIWISATA
378 RISWAN AKBAR PENATA/(IN/¢ V. A KEPALA £ ]
< 504/198205012007011007 in/e) . UPT TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN
MUHAMMAD NASRI KEPALA SEKSI PERSANDIAN, KEAMANAN
; )
379 5.5T/158610292006041003 PENATA/{ill/c) VA INFORMAS| DAN TELEKOMUNIKAS! DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATEKA
ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS
380
5.STP/19950227201708 1001 |PENATA/IN) IV.A  |KEPALA SEKS| TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BUMI MAKMLR
KASNO KEPALA SEKS| PEMBERDAYAAN
g1 ATA :
AMA/198102012010011009  [PENATAARI/EL - IVA ) AKAT DAN DESA/KELURAHAN | ECAMATAN JORONG
MUHAMMAD BUYUNG
382 |RAMAGHAN PENATA/(II/) V.A  |LURAH SARANG HALANG KECAMATAN PELAIHARI
5.5TP/199402212016091005
PRANOTO DWi PRASETYO KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
183 PENATA/(I V. A ‘
SE/197611262010011003 Ui/} KEUANGAN PERDAGANGAN
RICKY WAHYU UTAMA SATUAN POLIS| PAMONG PRAJA DAN
384 PENAT: V. A KEPALA SEKSI PENGAMANAN
5.5TP/199312252017081004 Al LA PEMADAM KEBAKARAN
185 | MUHAMMAD MUCHSIN PENATA/(I/G) oA |KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADII
,AMK/1985091 42009031005 : KEPEGAWAIAN BOEIASIN
186 DARYONO PENATA MUDA VA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN DINAS PERHUBUNGAN
AMd/197804052005011011  |TINGKAT 1/¢lIi/b) KEUANGAN
MERAH BOGA Y. B. PENATA MUDA VA KEPALA UPT LABORATORIUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
387 | G TKL/198701172009031002  |TINGKAT I/{i/b} : LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
388 M. IMPRON PENATA MUDA V. A KEPALA SU8 BAGIAN PERENCANAAN DAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
SE,MM/197709292007011021 | TINGKAT I£{1li/b) KEUANGAN
240 | FIZKI AMALIA NOVRIYANTI PENATAMUDA [ o | o o RAH KECAMATAN PELAIHARI
S.STP/109311232016002001 | TINGKAT 1/{ih/b)
ACHMAD SYAFARIADI PENATAMUDA | |KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN |DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
390 | <£/197203292008011010 TINGKAT /(1) : KEUANGAN DESA
101 ENNY SUSILAWATL PENATA MUDA V. B KEPALA 5U8 BAGIAN UMUM DAN KECAMATAN PELAIHARI
AMd/198201 252009012001 TINGKAT I/{I/b} KEPEGAWAIAN
392 DESY DAMAYANTI PENATA MUDA V. A KEPALA SUB BAGIAN PE“ENCANAAN, DINAS PETERNAKAN DAN KESEMATAN HEWAN
5.508/19751222200901 2001 TINGKAT 1/(li1/b) KEUANGAN DAN EVALUAS|




453 | HANIL SADIKIN PENATAMUDA | |KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
SKOm/198909792011011002  [TINGKAT /) [ KEPEGAWAIAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
454 | P10 MASHUDI JAMIC PENATAMUDA | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
L5.H./157905212011011001 TINGKAT I/“Il/b) -8 PELABUHAN DINAS PERHUBUNGAN
RACHEL HASIHOLAN
295 |SmARIUNTAK PENATAMUDA || |KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
«Tp/10050808201 708100, | TNGKAT V(1/b) PENINDAKAN PEMADAM KEBAKARAN
396 M. SYAFRIANDI NOOR PENATA MUDA
SE/197701212007011006 TINGKAT I/[1I/b) v, A KEPALA SEKS| KEMASYARAKATAN KECAMATAN PELAIHARI
47 | ELUI NURYANTI PENATAMUDA |~ [KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN CINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
AMU/198611112010012017  |TINGKAT I/(I\/b) KEPEGAWAIAN DAN PERKEBUNAN
PENATA MUDA
398 | SALM st/198202152005011008 |1 LV N [vs |sekweTans Luman KECAMATAN PELAHHAR|
299 SURYA LESTARI PENATA MUDA VB KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
SE/198301162010012014 TINGKAT I/{1I/b) ' KEUANGAN KECAMATAN PANYIPATAN
MUHAMMAD ALKAISAR PENATA MUDA
400 |HARTONO V. A LURAH KARANG TARUNA KECAMATAN
: PELAIHARI
S.5TP/199307032017081002 | "NOKAT Aill/b)
a01 PUTRI NURLITA PENATA MUDA
5 1P/199503092017082001 TNGKAT s |N-A [EPALA SEKS| TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN TAMBANG ULANG
402 | MARUNA PENATAMUDA | |KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
SE/198109292007012007 TINGKAT 1/(ill/b) : KEPEGAWAIAN KECAMATAN JORONG
a3 | LASMIAT PENATAMUDA | |KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
5.Tr/198604122010012001 TINGKAT I/(1/b] KEPEGAWAIAN TERPADU SATU PINTU
20a | M- MAULIDIN NazZiB s, PENATAMUDA | |KEPALASUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
MM/398910052011011002 TINGKAT /(11 /b) : KEUANGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
205 | DA SRILESTAR PENATAMUDA |~ |KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN |DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
AMd/197908072010012008 | TINGKAT I/ (Hi/b) - KEUANGAN SIPIL
ISWARI UTAM| DEWI PENATA MULDA KEFALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
406
SAK/198203012010012018  |TINGKAT /) |'©°%  |KEUANGAN KECAMATAN KURAU
ap7 | ERWANSYAH PENATAMUDA v |KEPALA SEKSI PENGELOLAAN STATISTIC  |DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA
5Kom/198603032009031006  {TINGKAT 17{l/b) :
MULIANTO PENATA MUDA KFPALA LB BAGIAN TATA LISAHA PUSAT
V. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
08 | 5 P1/197001082007011021 TINGKAT 1/(II/b] B |KESEMATAN HEWAN PANYIPATAN
409 Hi. MULYANAH PENATA MUDA . B KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN PELAIHARI
5.Pd/106803131980112001  |TINGKAT 1/(mi/b}
AGIAN TA AHA
a10 | NOVAN ANDIDYAN PENATAMUDA |, [KEPALA SUB BAGIAN TATA US DINAS PERHUBUNGAN
LS. Tr/108302102010011001 TINGKAT 1/{11l/b} PENGUIAN KENDARAAN BERMQTOR
ARIF DWI SAMPLRNO PENATA MUDA
: K HAN KECAMATAN PELAIHARI
411 5.5TP/199503012018081001 TINGKAT I£{11/b) v.B EPALA SEKSI PEMERINTA
412 | AMINDA PRAWITA S STP, PENATAMUDA | o KECAMATAN PELAHAR!
M.A/100510032018082001  |TINGKAT I/(il/b}
MEHRAN AISYAH PENATA MUDA
413 . B KEPALA SEKS| PEMERINTAHAN KECAMATAN PELAIMARI
,5.5TP/199602102018082001 TINGKAT I/(1i1/b)
RISNAWATI POPPY PENATA MUDA
4 VB |KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN PELAIHARI
1% ] 5.505/198207102010012001  |TINGKAT 14ii/b)




" NURDIN PENATA MUDA V. B KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KECAMATAN PANYIPATAN
,SE/198001012009061001 TINGKAT 1/{l/b) KEPEGAWAIAN
INDRI MEIRINA LESTARI PENATA MUDA
x SEKRETARIS LURAH KECAMATAN PELAIHARI
il S5.1P/199605302018082002 TINGKAT I/(11l/b) Iv.B
SUYANTO PENATA MUDA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT
.B INAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
817 | s pt/197501252005011003 TINGKAT e) | KESEHATAN HEWAN BATU AMPAR o
NOVALDO PAMA PRAMUDYA
a18 |misa :ﬂ‘;::;‘;::ml IV.A  |KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN TAKISUNG
5.5TP/199611062018081001
FAISAL KHALIL PCNATA MUDA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
4 s
19 l5505/198102012007011007  [TnGrATHb) B |kepeGAWAIAN KECAMATAN BAIUM
MUTABA PENATA MUDA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
a4 v KECAMAT, RA
20| pd/196609032010011001  [TINGKAT I/(lil/b) B |xepecawaian MATAN KURAL
421 | PWIFAIAR PUSPITA SARI PENATAMUDA | [KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD  [DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
5.E./198412042008012003 TINGKAT 1/{1l/b] ' KEBERSIHAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
HERI USNADI A PENATA MUDA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
412 Md/198411262006041002 TINGKAT 1/(lI/b) .8 KEUANGAN KECAMATAN KINTAP
ARI SANTI PENATA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
423 | < Kom/198002212000032004  |MUDA/(iIl/a) V.8 leuancan KECAMATAN BATU AMPAR
424 ROSARIA YUNIZA PENATA V.8 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DINAS PERHUBUNGAN
AMd/197306072007012013 | MUDA/I/a) ; TERMINAL
MUHDI PENATA KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BALAI
425 A
AM/197611272006041010  |MUDA/(I/a) V. B AT AN iR DINAS TENAGA KERIA DAN PERINDUSTRIAN
KETERANGAN:
Jumlah Struktural yang Terici [Definitif) 425
Jabatan Struktural yang ada 452

Pt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

" AH K;G (abupaten Tanah Laut




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Alamat : J1. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

LAMPIRAN: Persentase Jabatan Struktural yang Terisi

DATA JABATAN STRUKTURAL TAHUN 2023
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

NO NAMA JABATAN JUMLAH TERISI KOSONG
JABATAN TINGGI PRATAMA 262 249 13
ADMINISTRATOR 156 146 10
PENGAWAS 34 30 4
TOTAL JABATAN STRUKTURAL 452 425 27
452 262 156 34
Yy ,@1
\
425 27 249 3 146 10 30 <
KETERANGAN:
Jumlah Struktural yang Terisi (Definitif) 425
Jabatan Struktural yang ada 452

PIt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pz K@&E&{I&ah Laut
/& &N

ISMAIL FAAMY, SE, MT

e

{7 Pembifia T A7 @v/b)

17 LA\ 7
NIP, 19731128 199803 1 008



TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT

c

LAMPIRAN

INSTRUMEN / DATA
TAMBAHAN EPPD

JUMLAH DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL
TAHUN 2023

LPPD

_ .~ LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAKRAH

Wb TAHUN 2023

Olall




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : |l A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

Instrumen / Data Tambahan EPPD Tahun 2024
Tahun Anggaran 2023

No | Aspek Pemerintah Daerah Rumusan Elcemen Capaian | Keterangan
Kelembagaan dan Kepegawaian
Jumlah Struktural yang Terisl (Definitif) 425
),
R !rg?seintase Jabatan Struktural yang 94.03% BKPSDM
Jabatan Struktural yang ada 452
) . Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional 0
b ![l..ldl;;ll‘:?z[g?gdal Jabatan Fungsional 0.00% BKPSDM
Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional 239

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

lSE MT

\ w & ' H{M*ﬂf 1/(1V/b)
\ \\\ NIP, 19731126 199803 1 008




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Alamat : JI. A Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

LAMPIRAN: Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun 2023

DATA KEGIATAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2023
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

NO

NIHIL

KETERANGAN:

Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional 0

Data dukung jumlah kegiatan diklat jabatan fungsional Nihil karena tidak melaksanakan diklat jabatan
fungsional.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

qugw Tanah Laut

MAIL FAH:MI SE, MT
_Pembitia Tk 1/ (IV/b)
N -NIP. 19731128 199803 1 008




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

Alamat : JI. A.Syairani No. Pelaihari 70814 Telp. (0512) 21043 Fax. (0512) 21315

LAMPIRAN: Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun 2023

DATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2023
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
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NAMA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF PERTAMA
ANALIS AKUAKULTUR MUDA

ANALIS HUKUM AHLI MUDA
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
ANALIS KEBIJAKAN MUDA
ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA

ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA

ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA

ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN
ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA
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ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA

ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA
ANALIS LEGISLASI

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MADYA
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MUDA

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PERTAMA
ANALTS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN

PAFRIINDANG
ARSIPARIS MADYA

ARSIPARIS MUDA
ARSIPARIS PELAKSANA
ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN
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ARSIPARIS PENYELIA

ARSIPARIS PERTAMA

ARSIPARIS UTAMA

AUDITOR - AHLI MADYA

AUDITOR - AHLI MUDA

AUDITOR - AHLI PERTAMA
AUDITOR - AHLI UTAMA

AUDITOR - PELAKSANA LANJUTAN
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31

AUDITOR - PELAKSANA/TERAMPIL

32

AUDITOR - PENYELIA

33

INSTRUKTUR MADYA

34

INSTRUKTUR MUDA

35

INSTRUKTUR PELAKSANA

36

INSTRUKTUR PELAKSANA LANJUTAN

37

INSTRUKTUR PENYELIA

38

INSTRUKTUR PERTAMA

39

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHL! MADYA

40

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA

41

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA

42

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MADYA

43

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA

44

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA

45

MEDIK VETERINER MADYA

46

MEDIK VETERINER MUDA

47

MEDIK VETERINER PERTAMA

48

MEDIK VETERINER UTAMA

49

PAMONG BELAJAR MADYA

50

PAMONG BELAJAR MUDA

51

PAMONG BELAJAR PENYELIA

52

PAMONG BELAJAR PERTAMA

53

PAMONG BUDAYA MUDA

54

PAMONG BUDAYA PERTAMA

55

PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA

56

PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN

57

PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA PEMULA

58

PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA TERAMPIL

59

PARAMEDIK VETERINER PENYELIA

60

PEKERJA SOSIAL MUDA

61

PEMADAM KEBAKARAN - MAHIR

62

PEMADAM KEBAKARAN - PEMULA

63

PEMADAM KEBAKARAN - PENYELIA

64

PEMADAM KEBAKARAN - TERAMPIL

65

PEMBIMBING KESEHATAN KERJA MUDA

66

PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA

67

PEMERIKSA PAJAK PELAKSANA LANIUTAN

68

PEMERIKSA PAJAK PENYELIA

69

PENATA LAKSANA BARANG MAHIR

70

PENATA LAKSANA BARANG PENYELIA

71

PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL

72

PENATA RUANG AHLI MADYA




73

PENATA RUANG AHLI MUDA

74

PENATA RUANG AHLI PERTAMA

75

PENATA RUANG AHL! UTAMA

76

PENATA RUANG MUDA

77

PENELITI MUDA

78

PENERA - AHLI MADYA

79

PENERA - AHLI MUDA

80

PENERA - AHLI PERTAMA

81

PENERA - MAHIR

B2

PENERA - PENYELIA

83

PENERA - TERAMPIL

B84

PENERA MUDA

85

PENERA PELAKSANA

86

PENERA PELAKSANA LANJUTAN

87

PENERA PENYELIA

88

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MADYA

89

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MUDA

90

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PERTAMA

91

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UTAMA

92

PENGANTAR KERJA MADYA

93

PENGANTAR KERJA MUDA

94

PENGANTAR KERJA PERTAMA

a5

PENGAWAS BENIH TANAMAN MUDA

96

PENGAWAS BIBIT TERNAK MADYA

97

PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA

98

PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA

99

PENGAWAS KOPERASI MUDA

160

PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA

101

PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA

102

PENGAWAS MUTU PAKAN MADYA

103

PENGAWAS MUTU PAKAN MUDA

104

PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA

105

PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA

106

PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA

107

PENGAWAS FEMERINTAHAN PERTAMA

108

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - AHLI MADYA

109

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - AHLI MUDA

110

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - AHLI PERTAMA

111

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - AHLI UTAMA

112

PENGAWAS PERIKANAN MADYA

113

PENGAWAS PERIKANAN MUDA

114

PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA




115 [PENGAWAS PERIKANAN UTAMA

116 [PENGAWAS SEKOLAH MADYA

117 |PENGAWAS SEKOLAH MUDA

118 |[PENGAWAS SEKOLAH UTAMA,

119 |PENGELOLA BARANG DAN JASA PEMERINTAH MADYA

120 |PENGELOLA BARANG DAN JASA PEMERINTAH MUDA

121 |PENGELOLA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PERTAMA

122 [PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA

123 {PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA

124 |PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA

125 [PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA

126 [PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA

127 [PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA

128 |PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MUDA

129 [PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MAHIR

130 [PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA

131 |PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PENYELIA

132 |PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA

133 |PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL

134 |PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MADYA

135 [PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA

136 |PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA

137 |PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN

138 [PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA PEMULA

139 |PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PENYELIA

140 |PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA

141 |PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT UTAMA

142 [PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA

143 [PENGUJi KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA LANJUTAN

144 |PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA

145 [PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

146 |PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR

147 |PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PELAKSANA PEMULA/PEMULA

148 {PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PELAKSANA/TERAMPIL

149 |PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - PENYELIA

150 |PENILIK MADYA

151 |PENILIK MUDA

152 |PENILIK PELAKSANA

153 {PENILIK PELAKSANA LANJUTAN

154 |PENILIK PENYELIA

155 |PENILIK PERTAMA

156 {PENILIK UTAMA




157

PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA

158

PENYULUH HUKUM MUDA

159

PENYULUH KB MADYA

160

PENYULUH KB MUDA

161

PENYULUH KB PELAKSANA

162

PENYULUH KB PELAKSANA LANJUTAN

163

PENYULUH KB PELAKSANA PEMULA

164

PENYULUH KB PENYELIA

165

PENYULUH KB PERTAMA

166

PENYULUH PAJAK PELAKSANA

167

PENYULUH PAJAK PELAKSANA LANJUTAN

168

PENYULUH PAJAK PENYELIA

169

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MADYA

170

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA

171

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA

172

PENYULUH PERTANIAN MADYA

173

PENYULUH PERTANIAN MUDA

174

PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA

175

PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA LANJUTAN

176

PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA

177

PENYULUH PERTANIAN PENYELIA

178

PENYULUH PERTANIAN PERTAMA

179

PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL

180

PENYULUH PERTANIAN UTAMA

181

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA

182

PERENCANA MADYA

183

PERENCANA MUDA

184

PERENCANA PERTAMA

185

PERENCANA UTAMA

186

PERISALAH LEGISLATIF MUDA

187

POLISI PAMONG PRAJA - MADYA

188

POLISI PAMONG PRAJA - MUDA

189

POLIS| PAMONG PRAJA - PELAKSANA

190

POLISI PAMONG PRAJA - PELAKSANA LANSUTAN

191

POLISI PAMONG PRAJA - PELAKSANA PEMULA

192

POLIS| PAMONG PRAJA - PENYELIA

193

POLIS! PAMONG PRAJA - PERTAMA

194

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA

195

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA

196

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN

197

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA PEMULA

198

PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA




199

PRANATA KOMPUTER MADYA

200

PRANATA KOMPUTER MUDA

201

PRANATA KOMPUTER PELAKSANA

202

PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN

203

PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA

204

PRANATA KOMPUTER PENYELIA

205

PRANATA KOMPUTER PERTAMA

206

PRANATA KOMPUTER UTAMA

207

PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA

208

PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA

209

PUSTAKAWAN MADYA

210

PUSTAKAWAN MUDA

211

PUSTAKAWAN PELAKSANA

212

PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN

213

PUSTAKAWAN PENYELIA

214

PUSTAKAWAN PERTAMA

215

RESCUER - PELAKSANA

216

RESCUER - PELAKSANA LANJUTAN

217

RESCUER - PENYELIA

218

RESCUER -PELAKSANA PEMULA

219

SANDIMAN PELAKSANA

220

SANDIMAN PELAKSANA LANJUTAN

221

SANDIMAN PENYELIA

222

TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MUDA

223

TEKNIK PENGAIRAN MUDA

224

TEKNIK PENGAIRAN PERTAMA

225

TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN MUDA

226

TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERTAMA

227

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MUDA

228

TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN MADYA

229

TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN MUDA

230

TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA

231

TEKNISI JALAN DAN JEMBATAN UTAMA

232

TEKNISI PENGAIRAN MADYA

233

TEKNISI PENGAIRAN MUDA

234

TEKNISI PENGAIRAN PERTAMA

235

TEKNISI PENGAIRAN UTAMA

236

WIDYAISWARA MADYA

237

WIDYAISWARA MUDA

238

WIDYAISWARA PERTAMA

239

WIDYAISWARA UTAMA




TOTAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 239

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Kabupaten Tanah Laut

', ISMIATL FAHMI, SE, MT
embina Tk. 1/ (IV/b)
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